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GUBERNUR I KALI

PERATURAN UUBEKNUR KALIMAN’"AN BARAT

NOMOR @ TAHUN 2021
T‘EN‘"FANG

PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN' BANT‘ ?N\I QQSTP\L YANG BERSUMBER e
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH ; e

Menimbang

Mengingat

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YAN(}:MAHAESA?

GUBER’NUR KALIMAN’I‘AN BAR}-\T

a. bahwa berdasarkan Peramran G-ubernur Nomor 14 Tahun'f:.fr;"-w o

2019 teiah -ditetapkan . Pedoman Pems:xenan Hmah ‘Dan
Bantuan - - Sosial Yang Bersumber Dan Anggaran._

Pendapatan Dan . Belan 3& Dee‘rah vamsl___ ._Kabmaritans-‘f-"'ﬁ:" i

Barat;

Nomor 12 Tahun 2019 tentang Peda_
Keuangan Daerah dan Peraturan Menter
Nomor '?7 Tahun - ’709@ ferutazm F‘edaman ;
Pengelolaan Keuangan Daerah maka Peraturan G _bernur'
sebagaimana dimaksud’ dalam huruf a: sudah ‘adak sesmu
dengan kond131 dan perkembangan saat 1111 sehmgga:periu:
diganti; - ' : e e
c. bahwa b@rdagarka“ pertimbangax\ sw-bagmm na dﬂmaksum
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkaﬂ Pératuran
Gubernur tentang - Pedoman Pemberzaﬂ Hibah,-iDan

Pengeiaiaan{: :

Bantuan - Sosial Yang Bersumber Dan Anggaréﬁfﬁg_

Pendapatan Dan Belanja Daearah Prownsz Kahman
Rarat; : ' S

1. Pasal 18 aya’i: (6) Undang Undang Dasar Negara Repu.' | S

Indonesxa 'I‘ahun 1945;
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2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun ':1"9'56 tenianﬁ ;
Pembentukan Daerah-Daerah - Otornom PlOVii’iSl_

Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan hahmantan
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999  fentang:
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme {Lembaran’ -Négara -
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas: .
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang: Yayasan e

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Namer'_
115);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 teﬁtaﬂg .Kéﬁangéﬁ'f
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara REpuéi)hl{
Indonesia Nomor 4286); : -

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun' '2.004' terﬁtéﬂg o

Perbendaharaan Negara (Lembaran . Negaa“a Repubizi{ ap

Indonesia Tahun 2004 Nomor -5, Tambahan Lembaranf_f
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ' R

7. Undang-Undang Nomor 40 ‘Tahun: 2004 temang SiS’E&l’ﬁ.':j'.. |

Jaminan Sosial Nasional - (Lembaran Negara Repubh};'_'
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran :
Negara Republik Indonesia Nomor 4456] o

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasz

dann Transaksi Elektronik (Lembar:.—m Negara Repubhk-_;f":' o
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, T&mbahaﬂ Lembaranﬁ}-'}_ﬁ a

Negara Republik Indonesia Nomor 4843)

9. Undang-Undang Nomor 14 “Tahun - 2008 tentangﬂ
Keterbukaan Informasi Publik (Lemb*’u‘an Negma Repubhk 3

Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, ‘Tambahan. Lembaz‘anf'_f

Negara Republik Indonesia Nomor 4846); S
10. Undang-Undang  Nomor 11 Tahun- 2009 tei‘xtig{zigh_

Kesejahteraan  Sosial (Lembaran -~ Negara: REpu:bHI{_-_zf'_-”
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran" i

Negara Republik Indonesia Nomor 4967 )
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11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 "t’é%itﬁn"'f:_.:._

Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Nega}:a Repubhl«;:f-_ o

Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebaﬂaimaﬂa :
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- -
Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapa:ﬂ
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas = Undang:
UndangNomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi '
Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2309, _
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesm Nemm '3:'-'
6139); -

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 -teﬁtahg'

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaiaﬁ;gj_; .
Negara Republik Indonesia Nomor 5587): sebqgazmaﬁq':f}; N
telah diubah beberapa kali dan terakhir deﬁgan Und:&mg—' -
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja -

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor -

245, Tarnbahan Lembaran Negara: Repubhk Incionesza- . ':

Nomor 6357 3};

Negara Republik Indonesia Nomor 6022)

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaraﬂ Negfu ’“L";-::-:'
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); o

Penyelenggaraan  Penanggulangan Bencema “Dalam -

Keadaan Tertentu (Lembaran Ne:crara Repubhk Indoriesmf o

Tahun 2018 Nomor 34);

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun _‘?020 Namaz‘._
1781) L

Kalimantan Barat Nomor 3);

HUKUM PEMEARAREA
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 ’I‘ahuﬂ 20191:61’11&1101._..' ' _:
Pengelolaan Keuangan Daerah (Leinbaran Negara Repubhhf:ﬁ'-_: ;
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tfunbahan Lembaran_._:.ﬂ :

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 ien‘i:angj;.}_.- |

Peraturan Presiden Nomor 17  Tahun’ 2(}18 ‘Lentang.:_::_-_f

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nmnor'?’?‘ Tahun 2020 _’f__%;j -
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuanoan D’lﬁ'i‘&h s

Peraturan Daerah Nomor 54 Tahu:n 2020 teniaﬂfr:.:;.- K
Pengelolaan Keuangan DaerahProvinsi: I&ahmantan Bami-'fj: ERE
(Lembaran Daerah Provinsi Kahmantan Barat Tahun 2()20 '  _ ;
Nomor 54, Tambahan Lembaran Daemh Plovmszt_._f}_“




18. Peraturan Daerah Nomor § V’Fahunl_ 201‘6tentaﬁg '
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Daerah Nomor 8 Tahun -
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Per‘éhgkai- |
Daerah Provinsi Kalimantan Barat {Berita Daerah Piovmsi o
Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 11}; ' '

19. Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2019 temanﬂ L
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungm Sel_ta' 5._'
Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat |
(Berita Daerah Provinsi Kalimantan: Barat Tahun 2019 &
Nomor 78},

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERAE‘URANGUBERNUR’E‘L‘NTANGPEDOMANPEMBERIAN e
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANGBERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DANBELANJA. DAER‘AH PROVINSI_-;-
KALIMANTAN BARAT., o

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasgal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimarntan Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur pe&nveienggaza
pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan ums'm pemermtahan yang
menjadi kewenangan daerah Provinsi Kalimantan Barat..

3. Pemerintah Daerah lainnya adalah daerah otonom hasil pemekaran daerah Vang
ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan. : :

4. QGubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Ixahmantan Bal at

6. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya di singkat: BKAD ada}ah_"' L |
Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat. '

7. Dewan Perwaldlan Rakyat Daerah yvang selanjutnya dlszingkat DPRD adaiah :-_'_:: o
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai _unsur _penyelc_nggaia N
Pemerintahan Daerah. _ S

8. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang diberi Wewenaﬂg atau: amaﬁfzt_:-;ﬂ-_- 1
untuk membentuk Badan/Lembaga/Organisasi Masya;akat menerbitkan -
dokumen, dan/atau mengusulkan permohonan sesuai dengan tugas pakok_ e
dan fungsi yang berkaitan dengan pemberian Hibah dan Ba.muazl Saszal
sesuai Peraturan Perundang-undangan. - S
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10.

i1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Perangkat Daerah vang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah
pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/Pengguna Barang.

Perangkat Daerah Terkait adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah
vang mempunyai tugas dan fungsi yang terkait langsung dengan -
pembidangan Hibah dan Bantuan Sosial. -

Unit Kerja Terkait adalah Biro pada Sekretariat Daerah yang mempunyai _
tugas dan fungsi yvang terkait langsung dengan pembidangarn Hibah dan -

Bantuan Sosial.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana Keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan denhgan
Peraturan Daerah. |

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah
Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas
melalksanakan pengelolaan APBD dan bertindalk sebagai Bendahara Umum
Daerah. : : Al

satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yvang selamutnya dzsmﬂfkat SKPKD-' 3
adalah Perangliat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan -
pengelolaan APBD. :

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen - perencanaan - dan.
penganggaran yang berisi program, kegiatan, dan anggaran SKPD,

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perar wlxat Daerah" =

yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuﬁt. |
perubahan pendapatan dan belanja vang dzgunalcan Sebavaz dasaz"
pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran -

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam ranﬁim'. L

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang- o
termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengem
hak dan kewajiban daerah tersebut. :

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiata;n yang 'meiipus:i. 5
perencanaan, peiaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertaﬂggung]awabaﬂ, '
dan pengawasan keuangan daerah,

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Gubemur yanv-';_ :
karena jabatannya mempunyai kewenangan mf:nyelenggm*akam keseluruhan S
pengelolaan keuangan Daerah. _ e

Pengguna Anggaran adalali Pejabat pemegang kewenaﬁga'n.pehggiir_iamff )
anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan ' fungsi satuan- k‘erja

perangkat daerah yang dipimpinnya.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnva disinglkat KPA adalah pejabat_- -
vang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna :
anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi-satuan’ kerja !
perangkat daerah. : '

. Bendahara Umum Daerah yvang selanjutnya disingkat BUD qdaiah Pejabai-_ ;:

Pengelola Keuangan Daerah yang bhertindak dalam kapasitas- -sebagai
bendahara umum daerah. ERRRE

ARG PERANGHAT DARRAH
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24.

25.

26,

27.

Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjuinya diSing}:a’t Kuasa BUD
adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan Sebaglem tuwas
Bendahara Umum Daerah.

Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang nwlaksanakan fungsz
tata usaha keuangan pada satuan kerja perangkat Daerah.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjuinya disingkat. TAPD adalah
Tim yang dibentuk dengan keputusan Gubernur dan dzpimpm oleh Sekretaris
Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan
Gubernur dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah yang anggotanya terdiri dari pejabat Perencana Daerah, Pejabat
Pengelola Keungan Daerah, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen
yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta:
asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu} tahun..

. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS

adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran
yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap p1 egram Cian kegxatanu -

-, sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.

20,
./ kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN/BUMD, Badan,

Hibah adalah pemberian uwang/barang atau jasa dari Pemezmtah Df:,m*ahﬁ o

Lembaga, dan Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Ind’driesia
vang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan’

tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus vang. benu}ua,n Liﬂttti«:---."

B _._Kmenun;ang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah. : :

30.
~Pemerintah Daerah Kepada Individu, keluarga, kelompek, dz—m/ atau .
masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan’ %elektzf Van{r-

Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa . uang/baxang dau';- ;

__bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resako sosial.

" naskah perjanjian Hibah yang bersumber dari APBD ‘antara Pemefmtahﬁ-----' L

32.

Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD- adalah :

Daerah dengan Penerima Hibah.

Lembaga Nirlaba adalah lembaga yvang dalam men}alamkan akuﬁiasnya ‘é:zdak 3
mengutamakan memperoleh keuntungan. Contoh panti asuhan ru_mah '
ibadah dan sekolah. o

. Kuitansi adalah bukti sah yvang mencantumkan hesaran u'ang'i;aﬁd 'dimlié r_i-'
angka dan huruf, tempat dan tanggal, diiandaifmgam penerxmq, serta:_ o
dlbubuhl materai culup. : o

JRisiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat memmbulkan potensz S R
‘terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh - individu, keluarga,. . | -
kelompok, dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krfisis elconomi; .-

krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan. |
belanja Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hldup daiam R

kondisi wajar.

. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah baﬁan '

usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya -dimiliki oleh Negara""

melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Net,ai“a yancr RN

dipisahlcan.
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36. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya dlsmgkat BUMD adaiah badan_f_fi_.'_i:_}
usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimlhki oleh Daerah s

37. Badan dan Lembaga vang berbadan hukum Indonesia. adaiah badan dan
lembaga kemasyarakatan yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang .
dibentuk berdasarkan peraturan perundang- undangan'”éfau' yang . telah
memililki Surat Keterangan Terdaftar (SKT} vang . dztezbltkan oleh’ Menten-
Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati/Walikota. s

38. Badan dan Lembaga Vang bezkedudukaﬂ dz iuar wziayah acin’nmstla'%l :

.....

wilayah  Provinsi kahmantaﬂ Barat,  namun- kegzaian/ pekerjaannva_ Sl
menunjang pencapaian sasaran program dan kegzataﬁ Pemermtah PlOVZ}.’lS], e
Kalimantan Barat, : =

39. Keadaan Darurat Bencana adalah suatu . keadaan - yan mengancam da,n{'-_ 2
mengganggu kehidupan dan penghidupan Sekelompok ora:no/ masvalakat{' '
yang memerlukan tindakan penanganan segerd dan memadai,’ yang meh}}uti' '
kondisi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi dar urat ke pemuiﬁzan

40. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseoraﬁgz-m ataw |
badan hukum Koperasi, dengan pemisahan. kekayaan ‘para ang mtanyaf}g;_} E
sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan =
kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan.-_ S
nilai dan prinsip Koperasi. . e

41. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dldmi«:em dan dzbenmk"_ﬁ__ S
oleh masyarakat secara suka rela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, S
kebutuhan kepenimgan, kcglaiarz dan mjuaﬁ untuk belpartlmpasz dalam S

yang berdasarkan Pancasila dan Uﬂdaﬁg — undang Dasa:t Neoara Repubizk}_._-f;'i
Indonesia Tahun 1945 L T e

42, Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

(1) Ruang lingleup Peraturan Gubernur ini meliputi ;
Hibah;

Bantuan Sosial;

Monitoring dan Evaluasi;

Pengaduan Masyarakat;

Pendanaan

Sanlksi;

Ketentuan Lain-lain; dan

Ketentuan Penutup.

SR e R0 TP

(2} Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) humf a dﬂual d‘u‘i hlbah balang S
milik daerah sebagaimana diatur dalam kéfentuan: ?eiatul an ;. Perundang—-':
Undangan. : R e
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BAB 11
HIBAH
Bagian Kesatu
Bentuk Hibah
Pasal 3

(1) Hibah dapat berupa uang, barang, atau jasa.

{2) Hibah berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk SO
a. tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan zrzgfxsz Jarmgan
dan aset tetap lainnya; . I
b. hewan dan tumbuhan; dan/atau
c. aset tetap tidak terwujud.

(3) Hibah berupa jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk teknis,
pendidikan, pelatihan dan jasa lainnya. N

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah sesuai kemampuan 1<:eua:aga,n
daerah kepada: o
a. Pemerintah Pusat;
b. Pemerintah Daerah lainnya;
c. BUMN;
d. BUMD; RS
e. Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang b(ii“b’ldal”l ‘nukum e

[ndonesia; . SR,

f. Partai Politik.

{2} Pemberian Hibah dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan be}anjaff_ s
urusan wajib dan belanja urusan pilihan. . :

(3) Pemberian Hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program.
dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai Urgensi dan kepentingan: daerah
dalam mendukung terselenggaranya fungsi Pemermtahaﬁ pembangunan dan .
kemasyarakatan dengan memperhatikan - asas  Keadilan; . I{epatutan :
rasionalitas dan maﬂfaat untuk masyarakat. AR RN

(4) Sifat bantuan hibah adalah :
a. stimulan bagi program dan kegiatan pemerintah daerah
b. diberikan secara selektif; dan o
c. penganggarannya memperhatikan kemampuan keuangan dqerah

Pasal 5

(1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimalksud dalam Pasa.i 4 avat (1)'-_ R
huruf a dengan ketentuan : ST h
a. diberikan kepada satuan kerja dari kementeman/lembaﬁa pemermtah n@n'_?. g
kementerian vang wilayah kerjanya berada. dalam _ daeiah yangr-'*
bersangkutan; : : -

KARD NERANGHAT DABRAH
HUKUM PEMTARALEA
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b. hibah dari pemerintah daerah dilarang tumparng tmdlh pendanamznya_;;-ﬁ" e
dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuanj TN

peraturan perundaﬂg undangan;
c. unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi _:umsan*
pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh

hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blangko kartit ta:ﬂda' o

penduduk elektronik; .
d. penyediaan setiap keping blangko kartu tanda panduduk eiektromk tad’sj«; R
didanai dari 2 (dua) sumber dana vaitu Hibah APBD maupun APBN;
e. hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan ‘1 (Sf:i:i:*a;!n)'E
kali dalam tahun berkenaan. : -

(2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lain schagaimana dimaksud dalam Pasal 40 |
ayat (1) huruf b, diberikan kepada Daerah otonom baru hasil pemekaran-z: 5

daerah yang ditetapkan dengan peraturan per undangﬂundangam

(3) Hibah kepada BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf ¢ -
diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masvaral«:at sesuai dencfaﬂ .
ketentuan peraturan perundang-undangan. e

(4) Hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d
diberikan dalam rangka meneruskan Hibah yang diterima pemerintah daerah

dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan. perundang--

undangan. Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan da}am benmk baz a:im'-_:-f{-
kecuali uang atau jasa. =

{5} Hibah kepada Badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam qual 4 avat i

{1} huruf e diberikan kepada;

a. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan 303131 ya:m dlbentukf '

berdasarkan peraturan perundang-undangan; =
b.badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah’ memzhkz surat

keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam- Neﬂeri, Gubemuri’_:':

atau Bupati/Walikota;

c. badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan bei upab[- HOEE
kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan = masyarakat —hukum . adat -
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan pérkembangan masyarakat, dan: . |
keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah - |
melalui pengesahan atau penetapatan dari pimpinan instansi vertikal aia"uf e

kepala SKPD Terkait sesuai dengan kewenangannya; atau el
d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan: pezatufa;n pem'ﬁdaﬁog_

undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oléh pemermiah dacrahf N

sesuai dengan kewenangannya.

(6) Hibah kepada Organisasi kemasyarakatan yang belbac‘tfm hukum Indonesaai; oal i
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1 ) huruf e diberikan kepadaj_ R
organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau ozgamsam-.g}_
kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan  yang telah. . |
mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang: membadaﬂﬂz-_'_ R
urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai pezatmaﬂ peruladaﬁ@—_"- ST RN

undangan.
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{7} Hibah kepada Partai Politiksebagaimana dimaksud clalam Pasal 4 aya't ( ):-_f
huruf { berupa pemberian bantuan keuangankepada partai- poh‘{ik yang. -l

mendapatkan kursi di DPRD provinsisesuai dengan ketentuan peraturan -
perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan.
kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentua:n peratman:-*
perundang-undangan. ' '

Bagian Kedua
Tujuan Pemberian Hibah
Pasal 6 R e
(1) Hibah kepada pemerintah pusat bertujuan menuﬁjaﬂg_ _-peﬁingk'atan: -
penyelenggaraan fungsi pemerintah di daerah. . L
(2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya berfujuan menunganm pemngk&taﬂ |
penyelenggaraan pemerintah daerah dan layanan dasar umum dalam .
kerangka kerjasama antar daerah. BRI
(3) Hibah kepada BUMN atau BUMD bertujuan menunjang. pemngkatan i
pelayanan kepada masyarakat. L R e

{4) Hibah kepada badan, lembaga, dan organisasi I«;emaéjrérakéi’taﬁ"yéﬁg bé;"badafi":ﬁ{--:'”-
hukum Indonesia bertujuan untuk meningkatkan p:—lf“ilSlpaSI masyarakat’_-_‘i.

dalam penyelenggaraan pemermiahan dan pembangunan daez“

Dagian Ketiga
Kriteria Pemberian Hibah
Pasal 7

Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
a.peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
b.bersifat tidak wajib, tidak mengikat;

c.tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:

l.kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan _:-;  
pememntahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendaﬁaaimya deng‘ang;” =

APBN sesuai dengan ketentuan peraturan per undan@undangan : or
2.badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau: pemel m‘tah daerah SRR
sesuai dengankewenangannya berdasarkan ke‘i:en‘tuari pelaturan pemndamﬁ—- L
undangan: |
3.partai politik dan/atau
4.ditentukan lain oleh peraturan pemndang—undangem

d.memberikan nilai manfaat bagi pemerintah da.erah daiém mendukungf-_l

terselenggaranya fungsi pemerm‘tahan,pembanﬁunan dan Lemasyarakatan

e. dalam hal pemberian hibah secara selektif, rumal ibadah yang dapat. menerzma;*
hibah adalah masjid, gereja, pura, vihara, klenteng da:n 1umah 1bac"iah ya:z’lg i

berada di lingkungan institusi pendidikan;

f, dalam hal badan/lembaga yang memiliki ;enjai"ig argamgam pusat pmvmm
kabupaten/kota dan kecamatan, yang -dapat menem‘na hlbah adalah;'--,.

badan/lembaga tingkat provinsi; dan
memenithi persyaratan penerima Hibah.

ge
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Bagian Keempat

Persyaratan Hibah
Pasal 8

(1} Persyaratan permohonan Pemerintah Pusat sebaﬁ&imaﬁa dimaksud d’llam pasal o

4 ayat (1) huruf a terdiri dari ;

a. Surat permohonan kepada .Gubemm meialm Peiangkat Daerah/ Umt Ke:‘tﬁ;a-:;: |

Terkait; o
b. Proposal, memuat : latar belaka,ng, mal{sud dan tujua:n, _1mczan rencana-
kegiatan, rencana penggunaan hibah; dan ' TR
c. Lampiran, memuat : Nomor Rekenmg Bank

(2) Persyaratan permohonan Pemerintah Daerah lamzwa sebagzumana dnnaksud;;;}f a

dalam pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri dari -

a. Surat permochonan kepada Gubemm melé1111 Pe1anorka1 Daerah /Umt }&er‘]q-:ff?
Terkait; '

b. Proposal, memuat : latar beiakfmg, mai«:sud dan tujuan unczan 1encana_'_:_}__: i

kegiatan, rencana penggunaan hibah; dan -
¢. Lampiran, memuat : E\iomor Rekemng Bank

(3) Persyaratan permohonan BUMN %ebawaamana dunaksud dalam pasal 4 ayat (1)::'{
huruf ¢ terdiri dari :

a. Surat permochonan kepada Gubernur meliafmz Pfﬁrangkat Daerah/ Unlt_ Igefga';_-'_:'_*

Terkait;

b. Proposal, memuat : latar. beiakang, maksud daﬂ tujuaﬁ 1”111(11811 1encana
kegiatan, rencana penggunaan hibah; dan e :

c. Lampiran, memuat : Nomor Rekemng Bank’

{4} Persyaratan permohonan BUMD sebaga;mana dunaksud dfx_lam pasal
huruf d terdiri dari :

a. Surat permohonan kepada Gubemm meialuz ’Pezazw&at Daemh/Umt Kelja'
Terkait; :

b. Proposal, memuat : latar beiahang, maksud dém ‘{u}u'm zmcwm rez’zcanfz.
kegiatan, rencana pengguriaan hibah; dan 2 . RO : -

¢. Lampiran, memuat : Nomor Rekemng IBank =

(5) Persyaratan permohonan Badai, Lem‘t}aga, dzm Graamsam kemasyalakatan_
yang berbadan hukum Indones1a sebacaimana dimaksud dai"xm pasal 4 ayat {4
huruf e terdiri dari : : :

a. Persyaratan Proposal Rumah Ibadah berupa T e
1. Surat permohonan kepada Gubemuz‘ me}aluz Pezangkat Daerah/ Um herj
Terlkait; : _ :

2. Proposal, memuat latar'belakaiw maksud dan f:ujuan rmma:a rencana =
kegiatan, rencana penggunaan hzbah dan L
3. Lampiran, memuat : susunan- kepenguzusan/kepamtlaem :"'_;rencan
anggaran biaya (RAB),. rekenmg bank d.n. rumah:ibadah, foto copy ktp
pengurus (ketua, sekretaris, bendahara), gambm desam bancunan surat
relkomendasi atas nama bupati/walikota yang. d1tandatangam oleh kepala'_
perangkat daerah/unit kerja terkait, surat: keterangan dari ' De ural
Camat, KUA Kecamatan, Ixementeman Aframa I&abupaten / ho‘sa : _-;’.-3-::

HARD E‘Hkﬁl\ai"hﬁ EHP;K{X}
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b. Persyar aten Pr oposal Lembacra/ 01 gamsasz Keagamaan

1.

Terkait; R

2. Proposal, memuat Iatar' beiakemg, maksud da;n mjua:n
kegiatan, rencana peng unaan hlbah dan’ G

.Lampiran, memuat. : ~susunan 1<:epengums

w

pengurus (ketua, sekretans bendahara}

kerja terkait, akta notaris E\EPWP sur&t 1§€’t€1811‘7a11 dari
Camat, KUA Kecamatan Kementeuan Agama habupaten/ Ko‘aa

sosial yang dibentulk berdasaﬂ«;an pEr aturan pez undang undang

anggaran blaya (RAB), 1ekenmg bank a.n. lembaga/ or. gamsaSi foto cepv l-zzip
Surat rekomendasy ___atas _nama'_:j

1. Surat permohonan kepada Gubemur melaim Pera;ngkat Daerah / Umt Kerja_f-__Q_

Terkait; . S s
2. Proposal, memuat latar beiakang, maksud dan_ ‘tu;ua,n, rmcz'm encana

kegiatan, rencana penggunaan hibah; dan. =

3. Lampiran, memuat ; :SK Pengurus Sm a’L K .

Desa/Kehirahan,. Surat heterancran yang dzkeiuarkan Oleh Memem/

Gubeinur/Bupatl/Wajikota Rekemmg Bank a'ﬂ.__ Badan/ Lembag_“f

d. Persyaratan . onposal Lf:mbaga/ Orgamsasz :
Kabupaten/Kota) S :

1. Surat per mohonan kepada Gubemur meialuz Perangl«::at Daerah’/ Umt Kerja
Terkait; : :

2. Proposal, memuat laiar-belakang, maksud da:t' tuguan rincian rencana
kegiatan, rencana penggunaan hibah; dan '

3. Lampiran, memuat. SK - Pengurus, - S 1
Desa/Kelurahan, Sma‘i keteranc '
Kesbangpol - Kabupaten/ Kota Rei{enmg Bank a.
Foto Copy K’I‘P Pengums (Retua,.

e. Persyaratan Proposai Lembaga/ Dr%msasa

Provinsi/Nasional) . =

1. Surat permohonan kepada Gubemur me}alua- Peiang _«:at
Terkait; ' St

2. Proposal, memuat Iatar belai«:ang, maksu
kegiatan, rencana’ penggunaan ‘hibah: dan f:'--. i

3. Lampiran, memuat SI& Pengmus Surai: 'z'kete_z
Desa /Kelur ahan oy

(khusus pengajuan untuk even‘t / kegzatan) .
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f. Persyaratan Proposal Orgamsam Pemuda (ngkup I&abupaten / Kota)

Terkan : i
2. Proposal, memuat : latar belakang,. mqksud dam tﬂjuan, rmczan rencana.}_'-*
kegiatan, rencana penggunaan hibah; dan e
3. Lampiran, memuat :SK: Pengurus;- Surat - Kctelanoaﬁ Domisﬂ

Desa/Kelurahan, - Surat - I&etemng’m terdaftar: yang: ‘dikeluarkan
Kesbangpol Kabupaten/ Kota, xekenmg Bank an. Lembaga/@rvamsas_
Foto Copy KTP Pengurus - {I&etua Sekreiarls Bez’xdahara) - Surat:
Rekomendasi atas nama Bupati/ Wahkota yang dztaﬂda‘taﬁﬁam oieh kepzilazg-
Peranglkat Daerah/Unit Kerjd terkait, Aiiia Noiarls NPWP Sk Pamtnf:’;-;
(khusus pengajuan untuk event/keﬂiataﬂ) L i “

g. Persyaratan Proposal Olgamsa& Pemuda (LGghup Pr ov1n31/ Naszonai) .
1. Surat permohonan kepada Gubez nur. mela}ul Peranﬂkat Daczah / Umt Kerja,}--j-
Terkait;
2. Proposal, memuat 1atau beialxang, maksud dan tu;uan mnczan rencaﬁa'" :
kegiatan, rencana penggunaan hibah; dan - ;
3. Lampiran, memuat :SK Pengurus Surai Reterangang__'
Desa/Kelurahan, Surat. Keterangan  terdaftar  yang dil -_
Kesbangpol Provinsi, Surat- Keterangan Terdaftar pada K&mentﬁman H 1§um.

dan HAM, Rekening Bank a.n. “Lembaga,/. Orﬁmnsasz, Foto Copv ' TP___'_..;

Pengurus (I&ema, Sekretaris, Bendahara) Akla Notarls, _NPWP SK Pauiti
(khusus pengajuan untuh event / keglatan)

h. Persyaratan Proposal Sanbgal hebudayaem (ngkup Kabupatan / Kota) :
1. Surat permohonan kepada Gubemur meialuz Pel angkat Daezah/ Umt {eryt-
Terkait; ;
2. Proposal, memuat iatal belakang, maksud dan tujuan nncza:{ rencang
kegiatan, rencana pengbunaaﬁ hibah; dan L :
3.Lampiran, memuat :SK - Pengurus, Sura’t Ke_ erangan.;..]ﬁ)omis
Desa/Kelurahan, Surat : Keterangan teldaﬁai yang dikeluarkan oleh -
Kesbangpol I&abupaten/}{ota I’ekemng ‘Bank aniiﬁ: Lembaﬂa/o;‘gamsa&
Foto Copy KTP Pengurus ({Ketua, Sekretaﬂs i Be :
Rekomendasi atas nama’ Bupau,/ Wahkota yang ditandatangam oleh I&epal’_
Perangkat therah/ Unit. Kerja terkait; Ak’ta No’aarls NPWP SK Pamma‘
(khusus pengajuan untui{ event / keg;atan) :

Persyaratan Proposal Sangbar Kebudayaan (Llnﬂ'kﬁp Provmﬂn/ Naszoaal)

1. Surat permohonan kepada Crubemur melalm Pei ane‘kat Dae"ah/ Umt' '
Terkait; i '

2. Proposal memuat : 1ata1 beiakang, maksud dan ‘i‘_ uan,
kegiatan, rencana penggunaan hibah; da:ﬂ : e
3. Lampiran, memuat :SK. Pengurus
Desa/ E&elulahan Surat I&@ter&mgan

Pengu:rus (hetua Sekretarls Bendahara] Akta Noimls, NPWP SK; merézz
(khusus pengajuan untuk event/ kegiatan) S -
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j. Persyaratan Proposal Inst1tus1 Pené1d1kam Unmk Sa1 ana Px asax;aﬂa
1. Surat permohonan kepada Gubernur melaim Peranckat Damah/Um hezjaj :
Terkait; ' Lo

2. Proposal, memuat : latar belakang, maksud da,n tujuan _-.-_;rmmap'rencana'_
kegiatan, rencana peng gunaan ‘hibah, Gambar Desain Banvunan dan

3. Lampiran, memuat. . = :Surat Rekomenda “atas na
Bupati/Walikota/ Gubemur yancr dﬂa:&daiaﬁﬂam Gieh I&epaia Peraﬁgka'

Daerah/Unit Kerja . tefkalt SK- Pengcfoia Insiftusz, ‘Surat Keter&nwanfijt-

Domisili dari Desa/Kelurahan, Rekening Bank a.n. Insutu\s;, Foto. C:opy?K'l P:
Pengelola Institusi, Rencana Anggaz an Beianja (RAB) Akia .Nota,t - NP it

k. Persyaratan Proposal IﬁStltUSl Pendldzkan Untuk hegzatan Pela;ar/ Mqhamswa;

1. Surat permohonan kepada Gubemur melaluz Pel angl«:at Dae1 ah" Ji '
Terkait;

2. Proposal, memuat Iatai belai{ang, maksud daﬁ wjuan, unczan_

kegiatan, rencana pengg unaan hibah; dan : :

3. Lampiran, memuat tSurat- Rekamendasx atas

Bupa‘rz/WaIzkota/ Gubemur ' yang d1tfmcia"caﬂgam oleh :Kep _

Dacrah/ Umt - Kerj ja tezkalt Sulat Rek

nama :

Pengelola Institusi, NPWP

1. Persyaratan onposai Ixopezam : BN
1. Surat permohonan kepada Gubemur meiaiuz Perangkat Daerah
Terkait;
Q.Pz‘oposal memuat : 1atal behkang, maksud dem tu;ual

ayat (1} huruf f terdiri dari - : :

a. Surat permohonan: kepada Gubemur melalm Pelangkat Daerah/Umi Kerja:
Terkait; - :

b. Proposal, memuat: latar- belakaﬂg, maksud dan ’Lug&an 1111(:161’1.-__"'
kegiatan, rencana penggunaan hibah; dan” e :

c. Lampiran, memuat : Nomor Rekenmg Bank 8

Bagza_n Kehma REE
Verifikasi dan Evaiua& Proposai HIbah
Pasal 9 .

(1) Permohonan Hibah sebaﬂa;mana dzmaksud dalam Pasal Sdl‘tel una, dwerzfzka
dan dievaluasi oleh Pera:ng,kat Daerah/Unit Kerga ’E‘u‘kaﬂ seSuarfdengan- tug;
pokok dan fungsinya, yaltu sebag'u b{mkut ' G
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a. Urusan Pendzdzkan Menengah Atas d’m I\ebudayaan-.-- 11aksanakan Qieh_
Perangkat Daerah yang menyelenggar akan urusan- d1b1dang Pendldzkaﬁ dam
Kebudayaan; - L e o -

b. Urusan Kesehatan dﬂaksan‘akan cﬂeh Pelancrka‘t Daezah yang:
menyelenggarakan urusandzbmang Kesehatan o R

¢. Urusan pekerjaan umum dan pena’saan mang dﬂaksanakan oieh Peraﬂghatf};::-_ff'.?._-_ :
Daerah yang menye}enggarakan umsandzbzdang pekeijaan umum dani S
penataan ruang; : g s R RN UL L

d. Urusan Perumahan dan kawasan permuimnan dziaksanakan g {)Ieh‘_z
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan umsaﬁdlbldang Pe1 umahaﬂ dan
Kawasan Permukzman o S _ : FEE g

e. Urusan sosial dﬁaksanal{an oieh Peranvkat qurah yang menyelenggm alxan
urusandibidang Sosial; ' - : S i

f. Urusan perencanaan pembangunan dan Statismk dﬂaksa_nakan_ leh.
Perangkat Daecrah yang: menyeienggmakan urusanﬁzbldang Pezencanaan-_-_
pembangunan dan stat:.stlk, R : BRI T

Urusan Perhubungan dﬂakéaﬁak&ﬁ | oieh Perangka‘t_“"-? Jaerah
menyelenggarakan ur usandlbldang Perhubungz;m '

¥

h. Urusan homumkam dan Infm matlka dllaksa:rzakan oleh;... 'eraﬂcflxat_.}i)aera
yvang menyeleng ﬁaral«:zm urusm‘zdlbidanﬁ Kmnumkasz da:n formatika;

i. Urusan mel{unwan Hldup dan Kehutanan dﬂaksanakan oleh Peraﬂwif:a
Daerah vang 1’1’16‘1’1}76161’1 arakan umsandxbadang Lm kunaan Hidup _d
Kehutanan; R e e

i. Urusan Kependuduk’aﬂ dan catatan 511311 dllalxsanakan oleh Pe _
Daerah yang menyeienggarakan musanchbldand Kepend dr kem
Pencatatan Sipil; = RSN e o

k. Urusan Pemberdayaan pezempuaﬂ dan kelualga, perl 'dungan perempu
dan anak, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menvelenﬁgarakai
urusandibidang Pemberdayaan perempuaﬁ dan lz;eluarg_ , perlii
perempuandananal{ ' Ry A

. Urusan Pember dayaan masyarakat desq dﬂaksanakan c)_'_ Pe_ _ngkfx
Daerah vang menye}enggal akan urusandlbzdang Pemberdayaaﬁ quyarakaty
Desa; _ _ P _

m. Urusan ketenaﬂakeijaan dan ' I&etraﬁsmm asm.n
Perangkat Daerah yanb menyelenggaraka;n
Ketenagakezjaan dan Ketl qr}sngraman ;

m. Urusan Koperasi dan Usaha Kecﬂ rﬂenencah dﬂai{sanakan ole
Daerah vang menycieng alakan urusan dﬂtndemG Kopcras1 '
Menengah; : : S
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o. Urusan Penanaman modaj dﬂaksaﬁakan Qieh P@ran&ka- Da
menyelenggarakan uruszmdlbzdang Peﬁanaman MOd'ﬂ S

p. Urusan Pariwisata dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan dibidang Pariwisata;

q. Urusan Kepemudaan dan Olahraga non profesional dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusandibidang Kepemudaan
dan Olahraga;

r. Urusan Pertanian, tanaman pangan dan holtikultura dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusandibidang
pertanian,tanaman pangan dan holtikultura;

s. Urusan Perpustakaan dan Kearsipan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah
yang menyelenggarakan urusandibidang Perpustakaan dan Kearsipan;

t. Urusan Perkebunan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusandibidang Perkebunan;

u. Urusan Energi dan Mineral dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusandibidang Energi dan Mineral;

v. Urusan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusandibidang Kelautan dan Perikanan;

w. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri serta pertahanan
keamanan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusandibidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;

x. Urusan Perindustrian dan Perdagangan dilaksanakan oleh Perangkat
Daerah yang menyelenggarakan urusandibidang Perindustrian dan
Perdagangan;

yv. Urusan Pengembangan sumber: daya manusia dilaksanakan oleh Perangkat
Daerah yang menyelenggazakan musandibadans Pengembancran Sumber
Daya Manusia; R e _

z. Urusan pangan, petemakan kesehat_an hcwan dﬁaksanaka:ﬂ oleh Perangkat _
Daerah vang menveienﬁgarakan ' ulusandzmdaﬁgpanﬂan petemakan'_..rj 1o

kesehatan hewan;

aa. Urusan pengawasan dﬂaksanﬂkem oleh Peranvkat Daerah yang mempunyai e
tugas dan fungsi dibidang . penﬁawas"m . o L

bb.Urusan Penelitian dan Peno'embaﬂgan dﬁaksanakan oieh Perangkat qurah_ ::}?_'._.'_:;._' '
yang mempunyai tugas dan fungs1 dzbidang Penehuan dan Pengembem an, s

cc. Urusan pemerintah: daeiah iamnyadﬂaksaﬁakan oleh Perancfka "Daerahf;z'}? --"'

yang mempunyai tuﬁas dan fungsa dlbid&'ﬁ’i pemmmtahan
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dd. Urusan per batasandﬂaksanakan oieh Pﬁl‘anffkat Eacrah.yemg mem;}uny
tugas dan fungsi dlbldaﬂb peibatasa;n dan R .

ee. Urusan selain sebagsumana dlmaksud dalam hm uf a sampal dengan h_,uruf o
dd serta urusan: 1agmnya vang  tidak: dﬂaksaﬂakan ‘oleh . Pezajwka‘t“;;;. S
Daerah /Unit Kerja lazn chla_ksanakan oleh Bu‘o Kesejahtﬁraan Rakyat'*'

(2} Verifikasi dan evaluasi terhadap peamohanaﬂ hzbah Sebaﬁmm:ma': '
pada ayat (1) paling sedikit dilakukai dengan SR
a. Memverifikasi persyar a‘taﬁ administratif; -
b. Mengkaji pezmohenan yang - diajukan e:iam SIS‘l i mand
pemerintah  daerah da,lam mendukunff terselezwg,ai anya
pemerintahan, pembangunan dan kemasyaraka‘caﬂ S

(3} Dalam rangka ve11f11<:as1 daﬂ evaluasa proposal ,‘mbah sebagaimana dzmaksud Sl
pada ayat (1), Peraﬁgkat Daerah / Umt Kerga Terkeut dapaf membemuk Tlm o
Verifikasi dan Evaluasi. : _ o . e

Perangkat Daerah / Umt Ke: ga Tez kalt dapat memermiahkem timver 1fikas1
danevaluasi untuk meiakukan survel Iokasz -

(5) Pembiayaan tim vemﬁkasz dan evaluam c‘taﬁ survez
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dzarzwarkan daiam APBD

Pasal 10

(1) Kepala Perangkat Daerah /Umt I&(‘EI‘_]a Telkazt menyampazkan_ hasil ‘verifil
dan evaluasi kepada Gubernur, ‘melalui TAPD. denffan _batas 'waki:t -
a.paling lambat  minggu Is:eempatbu}an : '

penganggaran APBD tahun. anggaran: beukumya dan .
b. sebelum penempan untuk pengan gman pembahaj A?BD--' hun'an
berkenaan. E : .
Format dokumen hasﬂ vemkaam dan evaluas;. pernmhona 1bah ebagaiman&
tercantum dalam lampiran 1 dan Hya,ﬁg merupa}t{an bagzan tida
dari Peraturan Gubemur 1111 ' : _ .

(2) TAPD memberikan pf:rtlmbaﬁgan atas hasﬂ V@I‘lfikaSI dan evaluas yan
disampaikan KepalaPerangkat Daerah /Unit" .'?-}xerja' Terkai
prioritas dan kemampuan: keuangan daerah yang. dltuangkan;;daiam INC
PHBU yang ditandatangani oleh Sekr etarxs Daerah selaku Keiua TAPD Format.
DNC-PHBU  sebagaimana tercantum’ dalam - Eamplraﬁ 111 yang me
bagian tidak terpisahkan darl Pera’cm an Gubemm zm

(3) TAPD menyerahkan DNC PHBU sebagaamana d1mal<:su pada aya
Gubernur. e e e

{4} Penetapan persetujuan dan/atgm pezwlakan DNC PHBU berdasa;kan hasil
verifikasi/evaluasi Perangkat - Daemh/ Unit Keljaf-"-Tell<alt;-.:. dc__ L
TAPD, yang dituangkan daleun DNC- PHBU: erdasarkarn elsetujuan
Gubemur Format DNC- PHBU. Peisetujuaﬂ Gubernur sebaga; nan tezcamum?

dalam lampiran IV yanfr merupakaﬂ bavla.n tzdak tez pisah
Gubernur ini. e St
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(5) Persetujuan Gubernur menjach dasar pencantuman aiohasz an garanhibah i
dalam rancangan KUA dan PPAS. R R e

Bagian Keenam -
Hibah Berupa Uang =
?Paragrafl

Penganggaran Hibah Berupa Usang

' Pasal' 11
(1) Hibah berupa uang dlcantumhan dalam RKA SKPD -

(2) RKA-SKPD sebagaimana dlmaksud pada avat (1) 11‘181’1}21(211 daszeu penganggaran5:_;-_:--.’_
hibah dalam APBD sesuai ketentuan peramran pemndang—undanﬂan LR

{3) Hibah berupa uang dlanggarkan dalam heiompok beianja opei asz, 361’118 belanga:_g_ :
hibah, objek belanga hibah, dam rmczaﬂ objek beian}a hzbah pada SKPD

(4) Pencantuman daftar nama peneuma eiamat peneuma dem besaian hibahi.
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IH Pera‘{uran Gubernua tentancf'j.:. S
Penjabaran APBD C _ B N i o '

(5) Berdasarkan Penjabaran APBD sebagalmana dm‘zaksud pada &yai ( ) ‘?%KPD
menyusun Dokumen Pelaksanaan Angga;tan (DPA) B R :

qu agrafl 2
Pelaksanaan dan Penatausahaanl hbah Bempa Uanc 5: : -
Pasai 12

(1) Pelaksanaan anggaran hibah bel upa uang berdasarkan atas DPA SkPD

(2} Penetapan penerima hibah bempa uang sestai Pezaturem Daerah ‘temanO;
APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD yaﬂg d1tetap1<a"
berdasarkan Keputusan Gubernur. Format. Keputusan Gubemur ‘sebagaiman e
dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Iamplran V. yanc mf‘rupakan baglan._ e
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemm ma B : _ T

(3) Keputusan Gubernur sebaﬂa;mana d;.maksud gﬁada ayat ( ) menjadl dagay':"”
penyaluran hibah nang dari- Pemermi:ah Daerah kepada penemma hxbah s

asal 13

(1) Setiap pemberian hibah uang’ d1tuemffmn dalam’ N’PHD }rang dztandatanoanf
bersama oleh Gubernur atau pegabat yang dzmnjuk dan: penemma h1bah'” s
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(2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengens
pemberi dan penerima hibah; e I R e
fujuan pemebrian hibah;

besaran uang yang akan dltelmn
halk dan kewajiban;

tata cara penyaluran hzbah daﬁ
tata cara pelaporan hlbah

™o o0 T

(3) Pembuatan NPHD dﬂakukan oleh Pemﬁﬂkat Daelah/Umt Keija Terka;‘i el
Contoh format NPHD sébagaimana tercantum - dalam: 1amp1ran VI yaiw'__' :.
merupakan bagian tldak ter p1sahkem dau Peratm an Gubemur zm : ‘

(4) NPHD sebagaimana dimaksud pada avat(l) dlbuat dalam 1anffkap 3'.' "'tlga) ':_ E:' I
untuk 2 (dua) rangkapnya bermatela_t cukup e e

=Paragrafa
Penca.uan Hib"}h BfiIUpa Uang S

P"xsal 14

{1} Pencairan hibah uang chdasaa lc:an pada DPA ShPD Seie}ah dztetapl{an . denﬂan
Keputusan Gubernur dan penandatanganan NPHD b i

(2) Pencairan hibah uang dﬂa};ukan dengan mekamsme pembayaraﬁ a_ngsung,--
dan disalurkan melalui Rekenmg Kas Umum Dae?ah ke rekemnw peﬂeuma
hibah. : o el o

qual 15 ". 1

{1) Penerima hibah mengajukaﬂ permohonan pencalran hzbah kepada Guber
melaﬁm SKPD, dﬂ@nakapi pm Syau atem adm1nmtras1, mehput

. surat permohonan pencaﬁ‘aﬂ hlbah .:':' :

2. NPHD;
3.
4,
dan/atau 161&61’11116 kzas umum {iaelah _
5. kuitansi rangkap: (empai) tezduz "'dfu1 1

ditandatangani dan dzbubuln cap 1nstans1 _Serta d’ican‘i;umkam nama
lengkap; - : JEREI R S e s

6. pakta mteoruﬂs _ R _ i

7. surat pemyaman tanbgunbjawab nmilaks- __-y&mg dltandatangam
bermaterai cukup; éan S : PR ' '

8. proposal yang - disampalkan kepada Peaangkat Daerah/ Umi Ke’slga
Terkait. : s : :
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b. Hibah untuk BUMN/BUMD, terdiri dari:
1.

2.
3.

4.

Surat Permohonan Pencairan Hibah;
NPHD;

fotocopy kartu tanda penduduk atas - nama Dnek& BUMN / BUMD
penerima Hibah; '

fotocopy rekening bank ang maszh aktlf atas namfl du‘ekm BUMN/

BUMD atau perseroan pererima hibah;

. kuitansi rangkap (empat), terdiri - ddri 1 '(Sat'ii) bermateral cukup,_

ditandatangani dan dibubuhi - cap - perusahaaﬁ atau perseman selia
dicantumkan nama lengkap; _ : S . S
palta integritas; '

. surat pernyataan tanefgung}awab mu‘t}ak yang d1tandatandam bermateral o

cukup; dan

. proposal yang dlsampalkan kepada Perandkat Daerah / Umt KEI 3& Terkeut

¢. Hibah untuk Badan/Lembaga"tez*diri dali"-. .

o

o =

9.

e. Hibah untuk partai pehtﬂx, ierdm dam -
1.

2.
3.

R

. Hibah untuk ozgamsasa kemasyarakata terd1rz daal

. Surat i&etermwan dOl‘l’lelll aslz darz Lumh atau Kepala:Desa,

. suraf pernyataan tangbunb;awab mutiak yanﬂf dltandatanﬂ'am

Surat Permohonan Pencau‘an I—izbah
NPHD: _ R
Surat Keterangan demaszh ash dam Lurah a‘ta‘u kepafia Desa, >
fotocopy kartu tanda penduduk atas nama badan / Iembaga penemm ibal
fotocopy rekening bank yana mas1h ak:uf atas nama badan/lembaﬁa
penerima hibah; : i e R :
kuitansi rangkap (empat) terdm darz (Satu}
ditandatangani . pimpinan” badan / 1embaga dan
badan/lembaga sel ta dlcantumkan nama lengkap,
pakta integritas; '

'berma’cei ai cui' up

Surat Permohonan Peﬁcanan IIlbah
NPHD;

fotocopy kartu tanda penduduk atas nama. lembaga/ orwmsas;,
fotocopy rekening bank yang maszh aktif ams nama 1elnbaﬁa/ 01 g__
kuitansi rangkap (empat) ter (fhn dan A (smu) :
ditandatangani - pimpman lembaga/ or cfamsam al
lembaga/ 01‘0’8.1118381 serta dzcantumkan nama 1enwkap, -
pakta integritas; :

cukup; dan L '
proposal yang dzsampazkaﬁ kepada Pel anvkat Daerah / Umt Kexja ’I‘ez kz«ui

surat permohonan pencan an- h1bah
NPHD; : - : Lot
fotocopy kartu tanda pendudﬁk atas nama p1mp1nan__'?pa1 tax :
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fotocopy rekening bank yang masih aktif atas :nama parta:t, o |

4. o

5. kuitansi rangkap (empat), terdiri dari 1 (satu) - bermatera; {:ukup, E
ditandatangani dan dibubuhi cap partai serta dzcantuml«;an r;a;ma lengkap, S

6. palcta integritas; : AR

7. surat pernyataan tanggungjawab mutlak .yaﬁg_ '-jdltandatan_gam
bermaterai cukup; dan = R

3. proposal vyang disampaikan kepada Perangkat Daerah/Um‘i heij}a--'-

Terkait.

(2) Bendahara pengeluaran SKPD membuat Surat Perminfaar Pemhava;aﬂ .
Langsung (SPP-LS) L S S

(3) Apabila dokumen persyaratan pencairan Stebaga:i'fnaria”(_iifﬁéksuér ?é.da'ai}é’t:(i:)' o
dinyatakan lengkap maka Pejabat Penatausahaan  Keuangan - PPKD = -
menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk datandataﬁg’mx Kepala'j- 5
SKPD. B

(4) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3} dzsampaﬂ«;an kepada BUD melaluif et -
Kuasa BUD sebagai syarat penerbitan Su:at Permtah Pencall ar Dana (S‘PQD) ff-_

(5} Penerbitan SPP, SPM dan SP.‘?,D sebagazmanan dxmaksud pada ayat ( ) dan'f"
ayat (4}, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan pemndaﬁo unc‘iangan ERRAE

(6) Format surat permohonan pencairan hibah sebavaamana tezcai’xium dalam}.jsz.
lampiran VII yang merupakan bagian tidak. ierpisahkan dar: Peraturan}_':'__{- i
Gubernur ini _ S et

(7) Format Pakta Integritas sebagaimana tercantum dalam lamplran VHI yanb:ff_-?": __:3
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernnr 1111 e

(8) Format Surat Pernyataan Tanggung}awab Mutlak sebafra;mema ’Lercantum;"._f-"' ;f
dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terplsahkfm dam Pelaturan_-!: S
Gubernur ini. R P

Pasal 16

(1) Dalam hal terdapat perbedaan pimpinan - Partaz " Badan; . Lembaga dan_'f-' el
Organisasi Kemasyarakatan antara dokumen permohonan dengfm dokumeng_:}*-
pada saat proses pencairan, karena: = S
a. meninggal dunia, harus dibuktikan dengan Smat kete1 arzwan I{emauan darz

Kelurahan/Kepala Desa; dan SRR HE
b. pergantian Pimpinan, harus dzbuktﬂ{an denﬁan surat keputusan:.”-{?-' L
pergantian/pengangkatan pimpinan partai, bada.n, 1embaga dan orgamsasr?j S
kemasyarakatan yang bersangkutan SCSU&I dengan pera‘i:m*an pezundano’—j* B
undangan. S
¢. Dalam hal terjadi pezgantlaﬁ pimpinan parta:z/ orgamsas;i/lemb"zga I{arena'_f e
alasan lain, harus dilengkapi dengan surat Kkeputusan .peng gantlan;j sl
dan/atan  pengangkatan pampman paltal/orﬂamsasz/ lembaga yano
bersangkutan. SR
d. Dalam terjadi perubahan nama lem‘baga m'aka seiu:fuh dokumen yang:}_;;-_-_..
terkait dengan proses keuangan hams dzsesua;kan dengan nama Vang':
baru. L : e
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(2) Dalam hal terjadi sengketa keperigmusan pzmpman, maka aiokasz anggaran'.; b

Hibah untuk badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan ber sangkutan
tidak dapat dircalisasikan.
Paragraf 4

Penggunaan Hibah Berupa Uang
Pasal 17

(1) Penerima hibah wajib menggunakan dana hibah sesuai peruhtuka‘h' ;pada -
NPHD. IR '

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ('1)'. untuk ';
keadaan memalksa (Force Major). S

(3} Keadaan memaksa (Force Major) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. bencana alam, seperti : banjir, gempa bumi, gunung meletus, longsor,

tsunami, angin topan, dan peristiwa alam lain;

huru hara, sabotase;

pemogokan secara besar-besaran;

perang; dan

wabah penyalkit.

opoo

(4) Keadaan memaksaForce Major) sebagaimana dimaksud pada aya‘t ( ) ha,tus :
mendapat persetujuan dari Gubernur., = o

(5} Penerima hibah dilarang mengalihkan dana hibah yang diterlma kepada pihak_' :
lain. _

Paragraf 5
Laporan PertanggungjawabanHibah Berupa Uang b

Pasal 18

(1) Penerima hibah bertanggungjawab secara mutlak, baﬂi formal maupun ma‘relﬂ'_["-; Ji

atas penggunaan dana hibah yang diterimanya. -

{2) Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah mehputl
a. surat pengantar yang ditujukan kepada Gubernur; -
b. laporan keuangan meliputi: -
1. realisasi penerimaan hibah;
2. realisasi penggunaan hibah; IR
c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentum peia‘tm an L
perundang-undangan; : : e
d. dokumen kegiatan;
e. surat pernyataan tanggung jawab mutlak.

(3) Penerima hibah wajib menyimpan dokumen laporan pertanggunt,]awaban ya;nc" T

telah dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran.
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(4) Laporan  pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat. (’)

ditandatangani pimpinan instansi vertikal untuk hibah kepada Pemerintah
Pusat, Bupati/Walikota untuk hibah kepada Pemerintah Daerah, Direktur
atau sebutan lain untuk hibah kepada BUMN/BUMD, Ketua untuk hibah

kepada Partai, Badan, Lembaga dan Organisasi kemasyarakatan, dan

dibubuhi cap.

{(5) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimalsud pada ayat. (2} dibuat
sebanyak rangkap 3 (tiga),disampaikan kepada Gubernur paling lambat "
tanggal 31 (tiga puluh satu} Desember tahun anggaran- berkena*m me}alui
Kepala Perangkat Daerah /Unit Kerja Terkait. :

(6) Dalam hal penerima hibah berupa uang belum menyampaakaﬂ Iaporan_;_ '

penggunaan hibah sampai dengan akhlr tahun anggaran, maka Kepala -

Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait menyampaikan surat permgatan kepada
penerima hibah untuk segera menyampaikan laporan.

(7} Format laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah sebagalmana _
tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian tidak telpzsahkan dan_z L
Peraturan Gubernur ini. . sl

Paragraf 6
Pencatatan Realisasi Hibah Berupa Uang -

Pasal 19

(1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis beian}a hzbah pada SRPD" |
dalam tahun anggaran berkenaan. '

(2} Realisasi hibah uang dicantumkan pada Laporan Keuangan Pemermtah
Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. :

Bagian Ketujuh
Hibah Berupa Barang dan/atau Jasa
Paragraf 1
Penganggaran Hibah Berupa Barang dan/atau J aéaz _
Pasal 20 |
(1} Hibah berupa barang dan/atau jasa dicantumkan dalam'RKA—SKPD |

{2} RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) men}adz dasal penganggal an
hibah dalam APBD sesual peraturan perundang- undancran S

(3) Hibah berupa barang dan/atau jasa dianggarkan dalam kelompok heian}a'

operasi, yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang dituraikan . B i":'
kedalam jenis belanja barang dan jasa, objek belanja hibah barang atau jasa
dan rincian objek belanja hibah barang/jasa yang diserahkan kepada plhaiz;' o

ketiga/masyarakat pada SKPD.
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(4) Penicantuman daftar nama penecrima, alamat penerima d'ah_b'é:s'a:aﬁ'..}hibah-. |
dalam Lampiran III Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD

(5) Berdasarkan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4} SKPD
menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) :

Paragraf 2
Pelaksanaan dan PenatausahaanHibah Berupa Barang dan/ atau Jasa =
Pasal 21

{1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang dan/atau jasa :bérdé.saﬂs:én atas _': :
DPA-SKPD : RS

(2) Penetapan penerima hibah berupa barang dan/atau jéxéa _ berdasarkan
Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran

APBD melalui Keputusan Gubernur. Format Keputusan - Gubernur .

sehagaimana tercantum dalam }ammran Xl yang merupakan bagian tidak:'- SR
tf:rpzsahkan cdari Peraturan Gubernur ini. . .

(3) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2)' rn:énjadi"dasai |
penyaluran hibah berupa barang dan/atau jasadari Pemermhh szerah:_ -
kepada penerima hibah. - : '

Pasal 22

(1} Setiap pemberian hibah berupa barang dan/atau jasa’ dltuangkan dalam-'7

NPHD yang ditandatangani bersama oleh Gubernur atau peja.bat yang '_

ditunjuk dan penerima hibah.

{2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai :
b. pemberi dan penerima hibah; TR
c. tujuan pemberian hibah;
d. rincian hibah yang akan diterima;
e. hak dan kewajiban,;
f. tata cara penyaluran hibah; dan
g. tata cara pelaporan hibah.

{3) Pembuatan NPHD dilakukan oleh Perangkat Daerah/Unit" Eaezja ’I‘ez‘kaﬁ
Contoh format NPHD sebagaimana tercantum - dalam" 1amp1raﬂ P yanc-*
merupakan bagian tidak ‘Lelpisehkqn dari Peraturan Gubernur 11’11 L

(4] NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat{1) dibuat dalam rangkap 3t ( ),‘i daﬂ .: I_ |
2 (dua) rangkap yang dibubuhi materai enam ribu. R
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Paragraf 3
Serah Terima Hibah Berupa Barang dan/atau Jasa
Pasal 23

Serah terima hibah barang dan/atau jasa kepeda penerima hibah dilakukan
setelah penandatanganan NPHD.

Serah terima hibah barang dan/atau jasa dilakukan kepada penerima hibah

setelah dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

a. Keputusan Gubernur; _

b. NPHD yang sudah ditandatangani oleh pihak pemberi hibah dan penerzma' :
hibah; :

c. Berita Acara Serah Terima dalam rangap 4 {(empat), 2 (dua) 1*81101«1313 vang .
dibubuhi materai enam ribu, ditandatangani dan dibubuhi cap penerima
hibah serta dicantumkan nama lengkap.

Penyerahan barang dan/atau jasa dilakukan oleh Gubernur dan/atau Kepala-

Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkaut vang diberikan’ kewenarzﬁan Gleh S

Gubernur.

Format Berita Acara Serah Terima Barang dan/atau Jasa 'sebaé,aimaﬂé _
tercantum dalam iampnan XTI yang merupakan bagian tidak ierpasahkm :
dari Peraturan Gubernur ini. :

Pasal 24

Dalam hal terdapat perbedaan pimpinan Partai, Badan, Lembaga, dan -

Organisasi Kemasya;akatzm antara dokumen pez*mohonan dengan dokumen* '

pada saat proses pencairan, karena:

a. meninggal dunia, harus dibuktikan dengan surat keteranwan kematzan dari R N

Kelurahan/Kepala Desa; dan :
b. pergantian Pimpinan, harus dibuktikan denga:a surat - 3<:epmusan-_'

pergantian/pengangkatan pimpinan badan, lembaga dan organisasi .
kemasyarakatan yang bersangkutan sesuai dengan penamzan pemndang—_” '

undangan. -
c. Dalam hal ferjadi pergantian pimpinan pmtw/owamsa&/lem haga kfn“ena

alasan lain, harus dﬂenokap1 dengan surat keputuSan ‘penggantian

dan/atau pengangkatan pimpinan organisasi/lembaga vang ber Sangkutan

d.Dalam fterjadi perubahan nama lembaga, maka seluruh ‘dokumen yang.
terkait dengan proses keuangan harus disesuaikan- denoem nama- yano* L

haru.

Dalam hal terjadi sengketa kepengurusan pimpinan, maka 810k331 anbgar :
Hibah untuk badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan . bersanwkutan
tidak dapat direalisasikan.
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Paragraf 4
Pencatatan Realisasi Hibah Berupa Barang dan/atau Jasa
Pasal 25

(1) Hibah berupa barang dan/atau jasa dicatat sebagai realisasi jenis belanja
hibah pada SKPD dalam tahun anggaran berkenaan. :

(2) Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dicantumlkan pada Laporan' :
Keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. .

(3) Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar
akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan -
pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan Laporan Keuangan'
Pemerintah Daerah.

(4) Hibah berupa barang dan/atau jasa yang belumdiserahkaﬁ:kepiada -penérimé-

hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan, ‘dicatat sebagai - -

persediaan dalam neraca SKPD. o SRS
Paragral 5 T e
Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah

Pasal 20

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian hibah mehpuu o
a. Usulan dari calon penerima hibah kepada kepala daerah;-

b. Keputusan Gubernur tentang penetapan daftar penerima- hlbah

. NPHD; _

. Kuitansi untuk hibah uang, SPM, SP2D dan bukti tr aﬁsfer uemg, P

i

menyatakan bahwa hibah yang diterima akan dlgunakan sesuai'dengan. NPHD -
f. Dokumen hasil pengadaan barang dan/atau jasa untuk hibarano" barangj

dan/atau jasa; dan :
. Bukti serah terima barang dan/atau jasa atas pernberian hlbflh bempa beu 8310‘ _3. _

dan/atau jasa.

g

BAB II
BANTUAN SOSIAL
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 27
{1} Bantuan Sosial dapat berupa uang atau barang.

(2) Bantuan Sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat {1} ::beifbé:ﬁ'm'_lf'; ':': 
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a. peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan aset tétap lainnya;
b. hewan dan tumbuhan; dan/atau
c. asetl fetap tidak terwujud.

Bagian Kedua
Penerima Bantuan Sosial
Pasal 28

(1) Bantuan Sosial dapat diberikan kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai
kemampuan keuangan Daerah.

(2) Pernberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan
dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, 1as10nalzias dan manf&at
untuk masyaralkat. _

(3) Anggota/Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mehpuﬂ o
a. Individu, keluarga, dan/atau masyarakat/kelompok masyarakat: yang
mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis ekonomi,
politik, bencana atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan @ -
hidup minimum;dan L

b. Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain
vang berperan untuk melindungi mdmdu, kelompok,: dan /atau masyeu akat o

dari kemungkinan terjadi resiko sosial. 3

Pasal 29

(1) Bantuan Sosial berupa uang kepada individu dan/atau k:eluarga Sebagalmana e
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a, terdiri atas: - L

a. Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga yam’ dzrencanakan dan S
b.Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga yang ‘udak -da_‘pﬂ;t'_l
direncanakan sebelumnya. SN

(2] Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada"avat(i)' hurilf 'é{,: |
dialokasikan kepada individu dan/atau keluarﬂa yang sudah jelas nama, a_iamqt
penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD/P-APBD.

(3) Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat( ) humf a
berdasarkan usulan dari calon penerima atau pejabat yang berwenang. '

Bagian Ketiga
Kriteria Pemberian Bantuan Sosial
Pasal 30

(1) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasai 28 a_‘y’FL (1) L
wajib memenuhi kriteria paling sedikit: .
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a. selektif;

b. memenuhi persyaratan penerima Bantuan Sosial; o

c. bersifat sementara dan tidalkk terus menerus, kecuali dalam keadaan
tertentu dapat berkelanjutan; dan

d. sesual tujuan penggunaan,

(2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf a, dimaksudkan
bahwa Bantuan Sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan
untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial.

(3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, meliputi:
a. memiliki identitas yang jelas; dan
b. berdomisili dalam wilayah administratif daerah.

(4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebabaiinana'dinlakSud o
pada ayat (1) huruf ¢, diartikan bahwa pemberian Bantuan Sosial tidak W%zb- '
dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.

(5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada'éyat 1y
huruf ¢, diartikan bahwa Bantuan Sosial dapat diberikan setiap  tahun -
anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.

{6} Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf 4,
bahwa tujuan pemberian Barntuan Sosial, meliputi: BT
a. rehabilitasi sosial;
b. perlindungan sosial;
c. pemberdayaan sosial;
d. jaminan sosial;
e. penanggulangan kemiskinan; dan
f. penanggulangan bencana.

Pasal 31

(1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf a,
ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan: kemmpuan seseorang
vang mengalami disfungsi sosial agar dapat melflksanal\an fung&n Sosmlﬁya S
secara wajar. . S .

(2} Perlindungan sosial sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 30 ayat'(é) hul uf b,- S
ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko- dari guncalwan Jdan
kerentanan  sosial seseorang I{eiuarﬁa lcelompok ~masyarakat - agar
kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuh’m daS'u"' SR
minimal. : - "

(3} Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat '(6) humf ¢,
ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyfu*al{at yang
mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhl_
kebutuhan dasarnya. : S
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(4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasa} 30 ayat (6) humf Al
merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan aﬂfar” e

dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

(5) Penanggulangan kemiskinan. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayai 6y
huruf e, merupakan kebijakan, program- dan kegiatan ya.ng, ditakukan -
terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak ‘mempunyai atau
mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memermhi I{ebumhaﬂ- :
vang layak bagi kemanusiaan. : :

{6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud d’llam Pasal: 30 aya‘i (6)'.:huifuf .' _
f, merupakan serangkaian upaya vang ditujukan untuk reha‘blhtaﬁ o

Pasal 32

(1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau bﬁmpa barang Va,ncr dlberikan'
langsung kepada penerima bantuan sosial.

(2) Banfuan sosial berupa uang sebadau‘nanadlmaksud pada avai ( )ddalah u'mcr

yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak et

miskin, yayasan pengelola anak yatim, nelayan miskin; masyarakat lanjut us1a'_}-
yang miskin, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan bagi putia putm
pahlawan yang tidak mampu. R '

{3} Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dzmaksud padfz ayai 1! ) adaiahl:'_f '

barang yang diberikan secara langsung kepada penemna sepem bantuan -

kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan’ masymaka{_{;f_'_?' :
miskin, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan: mqkanan/pakaamj_ﬁ_' 1o
kepada yatim piatu, tuna sosial, bantuan: berupa temale; bacrz ke}on'zpok'_--;_f_'_

masyarakat kurang mampu.
Bagian Keempat
Bentulk Risiko Sosial
Pasal 33

Bentuk risiko sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3() ayat (2) mehput;

a. risiko yang terkait dengan siklus hidup, seperti 1<;elaparan penyalit, kekmané'aﬁff.
gizi, cacat fisik dan/atau mental, masyarakat tellantal anak~anak ya‘tzm pzam,-'-'-f £

orang lanjut usia, jompo, orang sakit;

b.risiko vang terkait dengan kondisi ekonom1 Sﬁp(ﬁ?ltl '. falﬂr m;.skm =l

pelajar/mahasiswa dari keluaraa tidak mampu, tuna wisma; dan

c. risiko vang terkait dengan lingkungan, seperti kekeringan; bangu gémpa buzm .

tanah longsor, bencana alam lainnya, dan ketﬂmsolasmn / masyarakat ter tmgba}
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Bagian Kelima
Jenis Kegiatan
Pasal 34

Jenis kegiatan rehabilitasi sosial yang dapat diberikan bantuan sosial
meliputi:

pembinaan kewirausahaan;

bimbingan mental spiritual;

bimbingan fisik;

pelayanan aksesibilitas;

bimbingan sosial dan konseling;

bantuan dan asisten sosial;dan

bimbingan resosialisasi.

R0 o

Jenis kegiatan perlindungan sosial yang dapat diberikan bantuan sosial
meliputi:

a. penyediaan aksesibilitas;

b. penguatan kelembagaan;

c. advokasi sosial;dan

d. bantuan hukum.

Jenis kegiatan pemberdayaan sosial yang dapat diberikan bantuan sosial
meliputi:

peningkatan kemauan dan kemampuan;

pelatihan keterampilan;

pemberian stimulant modat;

peralatan usaha dan tempat usaha;

peningkatan akses pemasaran hasil usaha;

penataan lingkungan;dan

supervisi dan advokasi sosial.

@0 o

Jenis kegiatan jaminan sosial yang dapat diberilkan bantuan sosial meliputi:
a. tunjangan berkelanjutan;dan
b. bantuan iuran asuransi kesejahteraan sosial.

Jenis kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dapat diberikan bamuan
sosial meliputi:

a. penyuluhan dan bimbingan sosial;

b. pelayanan sosial;

¢. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha _ o

d. penyediaan akses pelayanan kesehatan daesar, pendidikan ~dasar,
perumahan dan pemukiman; dan

e.

penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha
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Bagian Keenam
Persyaratan Bantuan Sosial
Pasal 35

Permohonan Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1)
huruf a dengan persyaratan :
a. Bagi lembaga non pemerintahan :

1. Burat permohonan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah/Unit Kerja
Terkait;

2. Proposal, memuat : latar belakang, maksud dan tujuan, hasil yang
diharapkan, lokasi pelaksanaan, waktu pelaksanaan, alamat lengkap dan
data umum organisasi/lembaga, jenis bantuan yang diusulkan dan nilai
biaya, untuk permohonan berupa fisik dilengkapi dengan persyaratan
administrasi, meliputi gambar rencana dan konstruksi bangunan atau
rencana anggaran biaya dan persyaratan teknis lainnya;dan

3. Lampiran, memuat :akta notaris, NPWP, surat keterangan domisili dari
Lurah/Desa, bukti Kepemilikan gedung atau bukti kontrak/sewa
gedung/bangunan bagi lembaga vang kantornya menvyewa, fotocopi kartu
tanda  penduduk  (Ketua, Sekretaris dan  Bendahara), - izin
operasional/tanda daftar lembaga dari instansi yang berwenang,
rekomendasi dari SKPD teknis, surat pernyataan tanggungijawab, fotocopy
rekening bank atas nama lembaga.

b. Baﬂl individu, keluarga, dan/atau masyarakat :
Sura‘i, permohonan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah/Unit i@.eij}q _
Terkait; _

2. Proposal, memuat maksud dan tujuan, jumlah bantuan sosial vang
dimohonkan; dan

3. Lampiran, memuat :fotocopi kartu tanda penduduk, fotocopy rekeéning
bank atas nama pemohon, rekomendasi dari SKPD teknis.

Bagian Ketujuh
Verifikasi dan Evaluasi Bantuan Sosial
Pasal 36
{1} Permohonan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diterima,
diverifikasi, dan dievaluasi oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya, yaitu sebagai berikut:
a. Urusan Pendidikan Menengah Atas dan Kebudayaan dilaksanakan oleh

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang Pendidikan dai"}
Kebudayaan;

b. Urusan Kesehatan  dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan dibidang Kesehatan;

c. Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dilaksanakan oleh Peranglkat
Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang pekerjaan umum dan
penataan ruang;
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m.

11.

. Urusan Perumahan dan kawasan permukiman . dﬂaksaﬁakan oieh:;'fﬁ. T
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan chbldang Pelumahan”_'_- IR

dan Kawasan Permukiman;

. Urusan sosial dilaksanalkan oleh Perangkat Daerah yano' mﬁnyelenggal akan" .

urusan dibidang Sosial;

Urusan perencanaan pembangunan dan Statistik dﬂaksanakan oieh'_?_f.

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dlbld'ln‘f Pewncanaan' Vo

pembangunan dan statistik;

Urusan Perhubungan dilaksanakan oleh™ Perangkeit -'--".Dae_rah; :. yang |

menyelenggarakan urusan dibidang Perhubungan;

. Urusan Komunikasi dan Informatika dﬂaksanakan oleh’ Peranwkat Daez‘a’h;if joR

yang menyelenggarakan urusan dlbzciano Komunikasi dan Infoz matzka

Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilaksanakan oleh Pelanﬂkat e
Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang ngkungan I—Izdup daﬂ-_'
Kehutanan; _ _ .

Urusan Kependudukan dan catatan sipil dziﬂegsemakqn aleh Perangkatf.;'-f' n

Daerah yang menyelenggarakan urusan d1b1dang Kependuduhan dan-'i- :
Pencatatan Sipil; . :

. Urusan Pemberdayaan perempuan dan keiuarga, perhndungaﬁ perempuan":-f’;
dan anak, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang. menyelenggarakan - |
urusan dibidang Pemberdayaan perempuan dan i{eluarda,:perimdungan'; S

perempuan dan anak;

Urusan Pemberdayaan masyarakat desa dﬂaksanakan Oieh Pelmcrkat:f'_- .:
Daerah yang menyelenggarakan urusan dzbzdang Pemberdavaan_._ SR

Masyarakat Desa;

Urusan Ketenagakerjaan dan Ketlansngrasmn _ dﬂf:ksanakml olehf_._.-":--.-
Perangkat  Daerah  yang menyelenbgarakan - umsan - dlbidanff T

Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian;

Urusan Koperasi dan Usaha Kecil menengah dzhhsanakan oieh Peranﬂkat'-[g: '

Daerah vang menyelenggalakan urusan dibidang Kopelasa, Usaha kecﬂ G

dan Menengah;

Urusan Penanaman modal dilaksanakan oleh . Peranﬂkat Daeiah yang':i"f'f_

menyelenggarakan urusan dibidang Penanaman Moda1

Urusan Pariwisata dilaksanakan oleh- Peramgkat Da'éréh Vang -
menyelenggarakan urusan dibidang Parzwzsata R

Urusan Kepemudaan dan Olahraga non profesional dilaksanakan oleh- sl
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dﬂnda_ng Kepemuda&n__-,_

dan Olahraga;
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r. Urusan Pertanian, tanaman’ pangan dan hoit&kuitura dziaksmaakaﬁ oleh'{'_z'z'
Perangkat  Daerah  yang  menyelenggdrakan - urusan dlbidam--_ EERIEN
pertanian,tanaman pangan dan holtikultura; o :

s. Urusan Perpustakaan dan Kearsipan dilaksanakan oleh ?erangkat Daerah_-ﬂ"
yang menyelenggarakan urusan dibidang Perpustakaan: dan Kears1pan

t. Urusan Perkebunan dilaksanakan oleh Perangkat Daelah yang S
menyelenggarakan urusan dibidang Perkebunan ; :

u. Urusan Energi dan Mineral dilaksanakan oleh Perangkat Da(nah Vang' o
menyelenggarakan urusan dibidang Energi dan Mineral; ' _ '

v, Urusan Kelautan dan Perikanan dilaksanalkan oleh Perangkat Daerah yang o
menyelenggarakan urusan dibidang Kelautan-dan Perikanan; S

w. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeu se1ta pertahaﬁ'm'
keamanan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakaﬁ:
urusan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negem -

x. Urusan Perindustrian dan Perdagangan dﬂaksanakan oleh Pe1‘a11gkat__:"_'
Daerah yang menyelenggarakan - urusan - dibidang - Permdmstnan dan SERE
Perdagangan; : : '

y. Urusan Pengembangan sumberdaya manusia dﬂaksanakan Oleh Peranﬁkat _':_:'
Daerah yvang menyelenggarakan urusan dibidang Pengembangan Sumber'_.’-_ :
Daya Manusia; - :

z. Urusan pangan, peternakan, kesehatan hewan dﬂaksanakan oleh Peranokat';'- e
Daerah vang menyelenggarakan urusan dibidang pancan petemaka;n,_.j A
kesehatan hewan; _ :

aa. Urusan pengawasan dilaksanakan oleh Perangkat’ Daelah yang mempunyai
tugas dan fungsi dibidang pengawasan; L

bb.Urusan Penelitian dan Pengembangan dﬂaksanakan oleh Pel anglgat Damah'
yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang Penchtzan dan Pengembangan e

cc. Urusan pemerintah daerah Iamnyadﬂaksanakan oleh Perangkat Daelah-i'r_.--'
yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang pemel‘mt’zhsm, S o

dd. Urusan perbatasandilaksanakan oleh Peranckat Daelah yang mempunyaz A
tugas dan fungsi dibidang perbatasan; dan '

ee. Urusan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a Sampal denga;ﬁ huruf _': _
dd serta urusan lainnya yang tidak . dilaksanakan  oleh Perangka‘t__:_-i K
Daerah /Unit Kerja lain, dilaksanakan oleh Biro: K{-:sejahtfiraan Rakvat "

{2} Verifikasi dan evaluasi terhadap permohonan ba_ntuan 808131 Sebagﬂimaﬂa-_;. e
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan dengan: _

DAERAH

HARL

L

ARISTER T CETHDA




a. Memverifikasi persyaratan administratif;

b. Mengkaji permohonan yang diajukan dari sisi nilai manfaat bagi
pemerintah  daerah  dalam  mendukung terselenggaranya  fungsi
pemerintfahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

(3) Dalam rangka verifikasi dan evaluasi proposal bantuan sosial sebagaimana
dimaksud pada ayat (1}, Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait dapat
membentuk Tim Verifikasi dan Evaluasi.

{(4) Dalam hal diperlukan survei lokasi terhadap permohonan bantuan sosial,
maka Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait dapat memerintahkan
timverifikasi danevaluasi untuk melakukan survei lokasi.

(5) Pembiayaan tim verifikasi dan evaluasi, dan survei lokasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3} dan ayat (4) dianggarkan dalam APBD.

Pasgal 37

(1) Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait menyampaikan hasil verifikasi

dan evaluasi kepada Gubernur melalui TAPD dengan batas waktu:

a.paling lambat minggu keempatbulan Juni tahun berkenaan untuk
penganggaran APBD tahun anggaran berikutnya; dan

b. sebelum penetapan untuk penganggaran perubahan APBD tahun anggaran
berkenaan.

Format dokumen hasil verifikasi dan evaluasi permohonan bantuan sosial

sebagaimana tercantum dalam lampiran XIV dan XV yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(2) TAPD memberikan pertimbangan atas hasil verifikasi dan evaluasi yvang
disampaikan KepalaPeranglkat Daerah/Unit Kerja Terkait sesuai dengan
pricritas dan kemampuan keuangan daerah, yang dituangkan dalam DNC-
PBSBU yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD,
Format DNC-PBSBUsebagaimana tercantum dalam lampiran XViyang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

{3) Penetapan persetujuan dan/atau penolakan DNC-PBSBU berdasarkan hasil
verifikasi/evaluasi Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait dan pertimbangan
TAPD, vang dituangkan dalam DNC-PHBU Persetujuan Gubernur, Format
DNC-PBSBU Persetujuan Gubernur sebagaimana tercantum dalam lampiran
XVIlyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(4) Persetujuan Gubernur menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan
sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.

(5) Dalam hal proposal permohonan bantuan sosial tidak memenuhi kriteria
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 maka Perangkat Daerah/Unit Kerja
Terkait membuat surat pemberitahuan kepada pemohon.
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Bagian Kedelapan

Bantuan Sosial Berupa Uang
Paragraf 1
Penganggaran Bantuan Sosial Berupa Uang
Pasal 38
(1) Bantuan Sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-SKPD

(2} RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat {1} menjadi dasar penganggaran
Bantuan Sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

{3) Bantuan Sosial berupa uang dianggarkan dalam 1«:elomp<jk “hbelanja éperési,
jenis belanja Bantuan Sosial, objek belanja Bantuan Sosial, dan rincian objek
belanjaBantuan Sosial pada SKPD.

(4} Penetapan pencantuman daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran

Bantuan Sosial dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur tentang Penjabaran
APBD, tidak termasuk Bantuan Sosial kepada individu dan /atau Iqeiuaiga :
yvang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

{5} Berdasarkan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4),.' SKPD
menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA} . -

Paragraf 2
PelaksanaanBantuan Sosial Berupa Uang
Pasal 39

(1) Pelaksanaan anggaran Bantuan Sosial berupa uang bmdasarkan atas’ I)PA— .
SKPD SR

(2} Penetapan penerima Bantuan Sosial berupa uang berdasarkan Peraturan
Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjflbaraﬂ APED
melalui Keputusan Gubernur. Format Keputusan - Gubernur. sebagauﬁana- _
tercantum dalam lampiran XVII yvang merupakan bagian tidak ierpzsahkan-
dari Peraturan Gubernur ini. _ o

(3) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) men}adz danu'

penyaluran Bantuan Sosial uang dari Pemerintah Daerah kepada. penerzma‘_ '_

Bantuan Sosial.
Paragraf 3
PencairanBantuan Sosial Berupa Uang
Pasal 40

{1} Pencairan Bantuan Sosial uang didasarkan pada DPA-SKPD  setelah -
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur o :
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(2) Penerima Bantuan Sosial berupa uang yang direncanakan mengajukan
permohonan pencairan Bantuan Sosial kepada Gubernur melalui SKPD,
dilengkapi persyaratan administrasi, meliputi

epow

e

surat permohonan pencairan bantuan sosial;
fotocopy KTP penerima bantuan sosial;

fotocopy rekening bank penerima bantuan sosial; :
kuitansi rangkap {(empat), terdiri dari 1 (satu)} bermaterai enam ribu,
ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap penerima bantuan sosial;
pakta integritas;

surat pernyataan tanggungjawab mutlak; dan

proposal yang disampaikan kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait.

Bendahara pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD membuat |
Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS).

Apabila dokumen persyaratan pencairan schagaimana dimaksud pada ayat (2)
dinyatakan lengkap maka Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD
menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM} untuk ditandatangani Kepala
SKPKD selalcu PPKD.

SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada BUD melalui
Kuasa BUD sebagai syarat penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Penerbitan SPP, SPM dan SP2D sebagaimanan dimaksud pada ayat (3) dan
ayat (4), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Format surat permohonan pencairan hibah sebagaimana  tercantum dalam
lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan . dari Per aturan
Gubernur ini.

Format Pakta Integritas sebagaimana tercantum dalam lampiran XX yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Format Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak sebagaimana tercantum
dalam 1amp1raﬂ XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peramran
Gubernur ini.

Pasal 41

(1) Dalam hal terdapat perbedaan pimpinan Badan, Lembaga, dan Orgamsas1
antara dokumen permohonan dengan dokumen pada saat proses pencanam, -
karena:

a.

b.

meninggal dunia, harus dibuktikan dengan surat keterangan kemauan dalz

Kelurahan/Kepala Desa;

pergantian Pimpinan, harus dlbukhkan dengan  surat keputusaﬂ '.

pergantian/pengangkatan -pimpinan ‘badan, lembaga dan organisasi yang

bersangkutan sesuai dengan pez aturan perundang-undangan;

dalam hal terjadi pergantian pimpinan organisasi/lembaga karena alasan

lain, harus dilengkapi dengan surat keputusan penggantian dan/ahu

pengangkatan pimpinan organisasi/ lembaga yang bersangkutan; dan

. dalam hal terjadi perubahan nama lembaga, maka seluruh dokumen yang -
terkait dengan proses keuangan harus disesuaikan dengan nama yang
baru.
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(2) Dalam hal terjadi sengketa kepengurusan, maka alokasi anggaran bantuan
sosial untuk badan, lembaga dan organisasi bersangkutan tidak.  dapat
direalisasikan.

Paragraf 4
Penggunaan Bantuan Sosial Berupa Uang
Pasal 42

(1) Penerima bantuan sosial wajib menggunakan dana bantuan sosialsesuai
peruntukan yang dicantumkan dalam proposal permchonan yang diajukan .
dan sesuai dengan yang ditetapkan dalam DPA.

(2) Penerima bantuan sosial dilarang mengalihkan bantuan sosial yang '-_dii:érima .
kepada pihalk lain.

Paragral 5
Pertanggungjawaban Bantuan Sosial Berupa Uang
Pasal 43

(1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara mutlak, ba;k forma}
maupun maferil atas penggunaan bantuan sosial yang: ci1ter1manya

(2) Laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sosial mehputl: :
a. surat pengantar yang ditujukan kepada Gubernur;
b. laporan keuangan, meliputi:
1. realisasi penerimaan bantuan sosial;
2. realisasi penggunaan bantuan sosial; :
c. bulkti-bukti pengeluaran vang lengkap dan sah sesuai hetentua:n pel atui anf
perundang-undangan; : :
d. dokumen kegiatan; dan
e. surat pernyataan tanggung jawab mutlak,

{(3) Penerima  bantuan  sosial  wajib  menyimpan ‘dokumen - laporan o
pertanggungjawaban yang telah dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaia_n o

(4} Laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan 'scs;aj d1s'arﬁpaﬂ<:aﬂ”

kepada Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkalt paimff
lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

(5) Terhadap penerima bantuan sosial yang masih terdapat sisa angg Ofaran yaz}g.'_-_
tidak digunakan wajib dikembalikan ke Rekening Kas Unmium Daerah vamszv- '
Kalimantan Barat.

(6) Dalam hal penerima bantuan sosial berupa uang belum men}ramp’ai’kaﬁ

laporan penggunaan bantuan sosial sampai dengan akhir tahun-anggaran,

maka Kepala Perangkat Daerah/Unif Kerja Terkait menvampaﬂ{an surca.t_'_"_
peringatan kepada penerima bantuan sosial untuk segera menvampaﬂqan' L
laporan. : -
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(7) Format laporan pertanggungjawaban penggunaan bantian: sosial _'ben}ipa
uangsebagaimana tercantum dalam lampiran XXII yang merupakan bagian
tidalk terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 6
Pencatatan Realisasi Bantuan Sosial Berupa Uang
Pasal 44

(1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja banfuan
sosial pada SKPD dalam tahun anggaran berkenaan,

(2) PPKDD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial .-kepada' _i'ndividzi 3
dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya paling lambat
tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.

(3) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2] memuat nama penerima,
alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu
dan/atau keluarga. :

{4} Realisasi bantuan sosial berupa uang dicantumkan pada Laporan Keuangan’
Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

Bagian Kesembilan
Bantuan Sosial Berupa Uang vang Tidak Dapat Direncanakan Sébeiumﬁjé |
Paragraf 1 -
Penganggaran
Pasal 45

(1} Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan Sebeiumnya dzalokaszkaﬁ umuk-
kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat ézpeﬂm‘akan pacia Sézat' o
penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan memmbui}mn -
risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau- _kcluarga yang
bersangkutan | IS R

(2) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat dnencanakan Sebelumnyai
dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga. : :

(3) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak “dapat dn‘encaﬂakan o
sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait. - :
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Paragraf 2
Pengajuan
Pasal 46

{1} Individu dan/atau keluarga dapat menerima bantuan sosial berupa uwang yang
tidak dapat direncanakan sebelumnya dengan mengajukan surat permohonan
secara tertulis atau berdasarkan permohonan kepala SKPD terkait kepada
Gubernur untuk mendapat persetujuan secara tertulis.

(2) Permohonan tertulis dari individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud
pada ayat {1) terlebih dahulu harus diverifikasi oleh SKPD terkait,

(3) Persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam
Keputusan Gubernur.

Pasal 47

Pagu alokasi anggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
tidak melebihi pagu alokasi anggaran bantuan sosial yang direncanakan =

Paragraf 3
Pelaksanaan
Pasal 48

(1) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya diusulkan oleh SKPD
terkait dengan tata cara sebagai berikut: o

a. kepala SKPD mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) paling lama 1

(satu) hari kepada pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) selaku
bendahara umum daerah (BUD); ' o o o

b. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTT kepada kepala

SKPD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB.

(2) Belanja tidak terduga diuraikan menurut jenis, objek, rincian ijek; dan sub
rincian objek dengan nama Belanja Tidak Terduga. ' '

Paragraf 4
Pencairan
Pasal 49

(1} Pencairan bantuan sosial berupa uang yang tidak dapat _diréncaﬂakaﬁ
sebelumnya kepada individu dan/atau keluarga dilakukan oleh SKPD

(2) Pencairan bantuan sosial berupa uvang vyang tidak dapat direncanakan

sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan -dengan
mekanisme pembayaran langsung (LS). '
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(1) Bantuan sosial berupa bai_”:an'g dan/atau jasa'. dica’nﬁtfﬁk_aﬂ dalamRKAuSKPD
(2)

(3) Bantuan sosial berupa barang dah / atau jasa dianggériiml -_déj%*_fkéiqiﬁpok

Pencairan bantuan sosial berupa uang  yang. tidak " dapat direncanakan i
sebelumnya sebagaimana dimaksud pada-ayat (2) harus dilengkapi dokumen |
administrasi, meliputi: o R L
a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama penerima bantuan sosial
atau fotokopi KTP orang tua/keluarga penerima bantuan sosial; |
b. fotokopi rekening bank yang masih aktif atas nama penerima bansos atau
fotql;j)pi rekening bank atas nama orang tua/keluarga penerima bantuan:
sosial; :
c. kuitansi bermeterai cukup yang ditandatangani penerima bantuan sosial
atau orang tua/keluarga penerima bantuan sosial; |
d. Pakta Integritas; dan
e. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak.

Penerbitan SPP, SPM dan SP2D dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan. :

Paragraf 5
Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Pasal 50

Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan materil atas
penggunaan dana yang diterimanya. 5

Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sosial disampaikan
kepada CGubernur melalui Kepala SKPD terkait paling lambat tanggal 31
Desember tahun anggaran berkenaan. é

Terhadap penerima bantuan sosial yang masih terdapat sisa anggaran yang
tidak digunakan wajib dikembalikan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi
Kalimantan Barat. :

| Bagian Kesepuluh
Bantuan Sosial Berupa Barang dan/atau Jasa
Paragraf 1
Penganggararn Bantuaﬁ Sosial Berupa Barang dan/atau Jasa

Pasal 51

RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada :ayat'(l) menjadi dasai penganggaiam
bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan peruﬁdaﬁg’#qndanga_n.-_ e o

belanja operasi, yang diformulasikan ke dalam .'pi"ongam*_dan'_._ke‘g_iaijan,.ﬂyaﬁg
diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, ohjek _b’ﬂ_&nja_-baﬂtua‘n_:St_}siiai e
barang atau jasa dan rincian objek belanja bantuan: sosial barang/jasa yang ..
diserahkan kepada pihak ketiga/ masyarakat pada SKPD. - S
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(4) Pencantuman daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran: bantuan'_ff
sosial dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD,

tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dsm/atau keluarga yang
tidak dapat direncanakan sebelumnya.

(5} Berdasarkan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) SKPD
menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

Paragraf 2
Pelaksanaan Bantuan Sosial Berupa Barang dan/atau Jasa
Pasal 52

(1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang dan/atau Jjasa ..
berdasarkan atas DPA-SKPD

(2) Penetapan penerima bantuan sosial berupa barang dan/atau jasa berdasarkan
Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran
APBD melalui Keputusan Gubernur, Contoh format Keputusan Gubernur

sebagaimana tercantum dalam iampnan}i}{mvaﬁg mempakan bag1ar1 tzdal;_.' '

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(3) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi ‘dasar
penyaluran bantuan sosialberupa barang dan/atau jasa dari Pemenntah'
Daerah kepada penerima hibah.
Paragraf 3
Penyaluran Bantuan Sosial Berupa Barang dan/atau Jasa -

Pasal 53

(1) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat @) menjadr}" =

dasar SKPD melakukan proses pengadaan barang dan/atau jasa sesuai -
ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengadaan b”d‘al} /Jasa L

pemerintah.

(2) Penyerahan bantuan sosial berupa barang dan/atau jasa dilakukan oleh
Gubernur dan/atau SKPD kepada penerima bantuan sosxalsetelah d:tlengimpz-
persyaratan sebagai berikut:
a. berita Acara Serah Terima dalam rangkap 4 (empat), 2 {dua) r&mgkap Vang -

dibubuhi materai enam ribu, ditandatangani dan (iicantumk“an -hama
lengkap penerima bantuan 3081&1 -
b.fotocopy KTP atas nama penerima dan/atau atas nama kepala kelualga
dan/atau Ketua/Pimpinan; dan '
¢. surat pernyataan tanggungjawab mutlak.

(3) Format Berita Acara Serah Terima Barang sebagaimana. tercantum éaléim
lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak i:ezplsahkan dari Peiatm an
Gubernur ini. _ . .
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Pasal 54

(1) Dalam hal terdapat perbedaan pimpinan Badan, Lembaga, dan Organisasi
antara dokumen permohonan dengan dokumen pada saat proses pencairan,
karena:

a. meninggal dunia, harus dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari
Kelurahan/Kepala Desa;

b. pergantian Pimpinan, harus dibuktikan dengan surat keputusan
pergantian/pengangkatan pimpinan badan, lembaga dan organisasi yang
bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

¢. dalam hal terjadi pergantian pimpinan organisasi/lembaga karena alasan
lain, harus dilengkapi dengan surat keputusan penggantian dan/atau
pengangkatan pimpinan organisasi/lembaga yang bersangkutan; dan

d. dalam hal terjadi perubahan nama lembaga, maka seluruh dokumen yang
terkait dengan proses keuangan harus disesuaikan dengan nama yang
baru.

(2) Dalam hal terjadi sengketa kepengurusan, maka alokasi anggaran bantuan
sosial untuk badan, lembaga dan organisasi bersangkutan tidak dapat
direalisasikan.

Paragraf 4
Penggunaan Bantuan Sosial Berupa Barang dan/atau Jasa
Pasal 55

(1} Penerima bantuan sosial wajib menggunakan barang yang diterima sesuai

dengan peruntukan yang dicantumkan dalam proposal permohonan dan

Keputusan Gubernur.

(2) Penerima bantuan sosial dilarang mengalihkan barangyang diterima -ke"p'a'da'-_.
pihak lain. :

Paragral 5
Pencatatan Realisasi Bantuan Sosial Berupa Barang dan/atau Jasa '
Pasal 56

(1) Bantuan Sosial berupa barang dan/atau jasa dicatat sebagai 1eahsasz j(?nlS
belanja Bantuan Sosial pada SKPD dalam tahun anggaran berkenaa:n s

{(2) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepac’ia individu

dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya palmg lambat - '

tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.

(3) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat nama penerima,
alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu
dan/atau keluarga.
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(4) Bantuan Sosialberupa barang dan/atau jasa yang belum diserahkan kepada -

penerima Bantuan Sosial sampai dengan akhir tahun anggaran bezken%m
dicatat sebagai persediaan dalam neraca SKPD.

Paragraf 6
Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah
Pasal 57

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:

a.usulan tertulis dari calon penerima bantuan sosial/surat keterangan dari
pejabat yang berwenang kepada kepala daerah

b. Keputusan Gubernur tentang penetapan d'lftar penerima bantuan sosial;

c. pakta integritas;

d. 3PP, SPM, SP2D dan bukti transfer uang; dan

e. bukti serah terima barang dan/atau jasa atas pemberian bantuan sosial ;
berupa barang dan/atau jasa.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 58

(1) Gubernur melakukan Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Hlbah ci'mlz
Bantuan Sosial. _ o

(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sec'aré'tekﬁisf'_'
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait. ' :

(3) Dalam hal melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dlmal&sud :
pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah /Unit Kerja Terkait dapat membentuk i
Tim monitoring dan evaluasi. '

{(4) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud 'avét (3) ---ﬁn‘tui«: B
melaksanakan tugas, diantaranya:

a. memantau pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh penerima H1bah__ o

dan Bantuan Sosial; .
b.mendata hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dihlxsanakan 01611 o
penerima Hibah dan Bantuan Sosial; dan
¢. memastikan pelaksanaan I{eglatan yang dilaksanakan oleh penerima Iixbah '
dan Bantuan Sosial sesuai dengan hasil evaluasi ‘perencanaan dan
pelaksanaan yang disetujui pemberi,

(5) Hasil Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah / Umf
Kerja Terkait sebagaumana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada -
Gubernur dengan tembusan ke Inspektorat. ' L

ARG FRRANGHAT DARRAN
HUKYHM PEMRAKARSS
3.

VAR

/

ASIBTER T SERBA




BABV
PENGADUAN MASYARAKAT
Pasal 50

Masyarakat dapat memberikan pengaduan terhadap proses penganggaran,
pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial,

Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat {1)," dapat
disampaikan secara tertulis maupun melalui situs web Pemerintah Daerah

Pengaduan Masyarakat melalui situs web Pemerintah Daerah sebacrazmana--j :
dimaksud pada ayat (2}, dilakukan dengan mengakses situs web dan menglm -

daftar isian sebagaimana disediakan dalam situs web Pemerintah Daeér ah

Pengaduan masyarakat secara tertulis dan melalui situs web Pemermtah
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3}, disampaikan
kepada Gubernur melalui Inspektorat, dengan batas waktu mengacu pada
sifus web Pemerintah Daerah.

Pasal 60

Pengaduan masyarakat melalui situs web dapat diproses lebih lanjut apabila
pemberi informasi merwampaikan dokumen tertulis paling lambat 2 (dua}
hari setelah mengisi laporan melalui situs web Pemerintah Daerah. ' -

Pengaduan masyarakat dapat ditindaklanjuti jika melampirkem kﬁlenﬂkapem .
sebagai berikut: .

a. fOtOkOpi kartu tanda pendudul; o
b. alamat lengkap dan nomor telepon yang bisa dihubungi; dan

¢. bukti-bukti terkait permasalahan yang diadukan.

Apabila batas walktu dan kelengkapan sebagalmana dlmaksud pada an‘i (1) :
dan ayat (2) tidak dipenuhi maka informasi dapat diabaikan. :

Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai fbéh'ari
pemeriksaan oleh Inspektorat. ' e L

Pasal 61

Pengaduan masyarakat terdapat dalam tahapan pr osespenda:nbgalan, pencaji*an
pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban Hibah ‘dan Ba:atuan Saslafz
sebagai berikut: _

a.
b.

c
d.

tahaparn proses penganggaran;
pengaduan dari masyarakat pada tahap sebagaimana dimaksud pada hu:.uf a;
menjadi bahan informasi bagi TAPD memberikan pertimbangan;

. tahapan sebelum pencairan;

pengaduan dari masyarakat pada tahap sebagaimana dimaksud pada humf ¢
menjadi bahan informasi bagi perangkat daerah/unit: kel}a ‘Leikaﬁ dalam
melakukan pencairan hibah dan bantuan sosial; :
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e. tahapan pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban oleh -p‘enerima -hibah :
dan bantuan sosial; dan

f. pengaduan dari masyarakat pada tahap sebagaimana dzmaksud pada humf e,
menjadi bahan informasi bagi inspektorat untuk melakukan pemeriksaan lebih
lanjut.

BAB VI
PENDANAAN
Pasal 62

Pendanaan Hibah dan Bantuan Sesial yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini

bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat; d’ua

b.sumber dana lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB VII
SANKSI
Pasal 63

(1) Dalam hal penggunaan Hibah atau Bantuan Sosial tidak sesuai dengan- ﬂsulé_n: _
yang telah disetujui, penerima Hibah atau Bantuan Sosial dikenakan Sanks;'
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. S

{2} Penerima Hibah atau Bantuan Sosial dapat dikenakan sanksi sebagalmanfl_ _
dimaksud pada ayat (1}, disebabkan hal sebagai berikut: : =

a. tidak melaporkan penggunaan dana; ' SR RN

b. belum melengkapi/didukung bulkti peltanggunb]awaban yang lengkap dan el

sah sebagaimana dipersyaratkan; dan/atau o -

c. tidak mempertanggungjawabkan penggunaan - _dana . ses&ai.

denganperuntukannya. - ST

Pasal 64

Dalam hal penerima Hibah atau Bantuan Sosial tidak melaporkan penggunaan -
dana sebagaimana dimaksud Pasal 62 ayat (2} huruf a, maka kepala Peraiwkat
Daerah /Unit Kerja Terkait mengambil tindakan, yaitu: S
a. memberikan  surat  pemberitahuan  untuk  segera menvampaﬂ{an '
laporanpenggunaan dana; ' -
b. dalam hal belum ada tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada hmuf a L

Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait memberikan surat tf{*guran I Sura’t Sk

teguran II, dan Surat Teguran III; _
C. memermtqhkanpenel ima menyetorkan uang ke Kas Daerah Pemel 111*:&%1' o
Provinsi Kalimantan Barat apabila tida}x dapat member 1kan : _lapma,n '
penggunaan dana; dan '
d. melakukan monitoring terhadap penyetoran sebagaimana: dzmaksud huruf c.
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Pasal 65

Dalam hal penerima Hibah atau Bantuan Sosial belum melengkapi/didukung

bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah sebagaimana dipersyaratkan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf b, kepala Perangkat

Daerah/Unit Kerja Terkait melakukan: '

a. memberikan surat pemberitahuan perihal kelengkapan pertmlggung}awabanl'
penggunaan dana;

b. dalam hal belum ada tindaklanjut sebagaimana dimaksud pada huruf a,
kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait memberikan surat tegman 1,
Surat teguran II dan surat teguran IiI; _

c. memerintahkanpenerima menyetorkan uang ke Kas Daerah Pemerintah |
Provinsi Kalimantan Barat terhadap bukti vang tidak lengkap dan tidak sah;
dan

d. monitoring terhadap penyetoran sebagaimana dimaksud huruf c.

Pasal 66

Dalam hal penerima Hibah atau Bantuan Sosial tidak mempertanggurigiawabkan -
penggunaan dana sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud - dalam:
Pasal 62 ayat (2) huruf ¢, Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja: Terkajt meiakukan
a. memberikan surat perihal perbaikan pertanggungjawaban yang tzda}{ sesuai
dengan yang dipersyaratkan; o
b. dalam hal belum ada tindak lanjut sebagaimana dlmaksud pada hurui a,- -
Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait memberikan surat feauran I,
surat teguran II, dan surat teguran III; _
C. memeuntahkanpenel ima menyetmkan uang ke Kas Daerah Pemelmtah -
Provinsi Kalimantan Barat terhadap pertanggungjawaban yang tidak Sesueu-_f--
dengan yang dipersyaratkan; dan i
d. monitoring terhadap penyetoran sebagaimana dimaksud hur uf [+

BAR VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 67
(1) Permohonan hibah dan bantuan sosial dapat dilakukan dengan batas wahtu
a. paling lambat minggu kedua Bulan Junitahun berkenaan unmk '
penganggaran APBD tahun anggaran berikutnya; dan o

b. sebelum penetapan untuk penganggaran perubahan APBD ’Lahun angga}; an
berkenaarn. :

{2) Permohonan hibah dan bantuan sosial yang duencanakan dﬂakukan Secam-- 8
online menggunakan Sisterm Online Hibah Bansos (SOHIB) Kalb'u RO -

{3} Berkas persyaratan secara tertulis sebagaimana dxmaksud dalam pqsﬂ 8 dan'- o

pasal 35 diserahkan ke Perangkat Daerah/Unit Kerja - Terkait _seieiah"
diterbitkannya SK Penerima Hibah dan Bantuan sosial. RPN
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(4) Alur pelayanan hibah dan bantuan sosial yang direncanakan sebagéiinalaa
tercantum dalam lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan -dari
Peraturan Gubernur ini.

(5) Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait membentuk Tim Pengelola Sistem Online
Hibah Bansos {(SOHIB} Kalbar,

{6) Permohonan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
dilakukan secara manual.

(7) Alur pelayanan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
sehbagaimana tercantum dalam lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

{(8) Biro Kesejahteraan Rakyat membentuk Tim Sosialisasi Peraturan Gubernur
Kalimantan Barat tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan
Barat.

(9) PembiayaanTim Pengelola Pengelola Sistem Online Hibah Bansos (SOHIB) Kalbar
dan Tim Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan .ayat (8) -
dianggarkan dalam APBD. :

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 68
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan- Gub_e":é‘nur
Kalimantan Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anogaraﬂ Pendapatan dan Belanja Daerah -

Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tﬂhun 2019
Nomor 15}, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 69

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal | jule Zoal

LGUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Diundangkan di Pontianak

¥

pada tanggal | h‘e‘i*’ Gy
._Plh. SEKRETARIS DAERAH
P ‘«' KALIMANTAN BARAT,

SUKALIMAN v

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR &




LAMPIRAN T

PERATURAN GUBERNURKALIMANTAN BARAT

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG

BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DANBELANJADAERAH

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

FORMAT VERIFIKASI KELENGKAPAN PROPOSAL HIBAH

[. Nama : (Pemerintah Pusat)

No KETERANGAN

Ada Tidak Ada

L. | Surat Permohonan
2. | Proposal
3. | Lampiran Proposal :Rekening Bank

II. Nama : (Pemerintah Daerah) ..o

No KETERANGAN Ada Tidak Ada
1. | Surat Permohonan

2. | Proposal

3. | Lampiran Proposal :Rekening Bank

HI. Nama : (BUMN / BUMD) ..o,

No KETERANGAN Ada Tidak Ada | |
1. | Surat Permohonan o
2. | Proposal

3. | Lampiran Proposal :Rekening Bank

V. Nama : (Partai Politik)

No KETERANGAN Ada | Tidak Ada |
1. | Surat Permohonan :

2. | Proposal

3. | Lampiran Proposal :Rekening Bank
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V. Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan vang berbadan hukum

Indonesia
1. Format Verifikasi Kelengkapan Proposal Hibah Rumah Ibadah

Nama Rumah Ibadaly ..ot e

No KETERANGAN Ada Tidalk Ada
1. | Surat Permohonan

2. | Proposal

3. | Lampiran Proposal :

a. Susunan kepengurusan/kepanitiaan
b. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
¢. Rekening Banlk a.n. Rumah Ibadah
Foto Copy KTP Pengurs (Ketua, Sekretaris, Bendahara)
Gambar Desain Bangunan
Surat Rekomendasi atas nama Bupati/ Walikota yang
ditandatangani oleh Kepala Peranglkat Daerah/Unit Kerja
terkait
g. Surat Keterangan :

- Dari Desa/Lurah

- Dari Camat

- Dari KUA Kecamatan

- Dari Kementerian Agama Kabupaten/Kota

o o

2. Format Verifikasi Kelengkapan Proposal Hibah Lembaga/Organisasi Keagamaan

Nama Lembaga/Organisast e e e
No KETERANGAN Ada Tidak Ada
1. | Surat Permohonan
2. | Proposal
3. | Lampiran Proposal :

Susunan kepengurusan/kepanitiaan

Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Rekening Banlk a.n. Lembaga/Organisasi

Foto Copy KTP Pengurus (Ketua, Seloetaris, Bendahara)
Surat Relcomendasi atas nama Bupati/Walikota yang
ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah /Unit Kerja
terkait

Alzta Notaris

NPWP

h. Burat Keterangan :

- Dari Desa/Lurah

- Dari Camat

- Pari KUA Kecamatan

- Dari Kementerian Agama Kabupaten/Kota

P apr TP
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3. Format Verifikasi Kelengkapan Proposal badan dan ;'le.rﬁbégé'_yang-_;:bersifat_".'
nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundaﬁg'-_ ;
undangan S -

Nama Lembaga/OrganiSasi ... e _ o
No KETERANGAN Ada Tidak Ada

1. | Surat Permmohonan
2. 1 Proposal

(o)

Lampiran Proposal :

a. SK Pengurus

b. Surat Keterangan Domisili dari Desa/Kelurahan

c. Rekening Bank a.n. Badan/Lembaga

d. Foto Copy KTP Pengurus (Ketua, Sekretaris, Bendahara)
e, NPWP

4. Format Verifikasi Kelengkapan Proposal Hibah Lembaga/Organisasi
Kemasyarakatan (Lingkup Kabupaten/Kota)
Nama Lembaga/OrganiSasl .....ooiciiriiiiiiii e eereie e er e v e

No KETERANGAN CAda Tidalk Ada
1. | Burat Permohonan :

2. | Proposal

3. | Lampiran Proposal :

a. BK Pepngurus

b. Surat Keterangan Domisili dari Desa/Kelurahan

c. Burat Keterangan terdaftar yang dikeluarkan oleh Kesbangpol

Kabupaten/Kota

d. Rekening Bank a.n. Lembaga/Organisasi

Foto Copy KTP Pengurus (Ketua, Sekretaris, Bendahara)

Surat Rekomendasi atas nama Bupati/Walikota yang

ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait

. Altta Notaris

. Surat Keterangan Terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM
NPWP '
3K Panitia (husus pengajuan untulk kegiatan)

b B ]

all A ol V]

5. Format Verifikasi Kelengkapan Proposal Hibah Lembaga/ O’rganisa'éi
Kemasyarakatan (Lingkup Provinsi/Nasional)
Nama Lembaga/Organisasi ... et

No KETERANGAN Ada Tidak Ada. e
1. | Surat Permohonan : § s

2. | Proposal

3. | Lampiran Proposal :

a. SK Pengurus

b. Surat Keterangan Domisili dari Desa/Kelurahan

c. Surat Keterangan terdafiar yang dikeluarkan oleh Kesbangpol
Provinsi

d. SBurat Keterangan Terdaftar pada Kementerian Hukum dan

HAM

Rekening Bank a.nn. Lembaga/Organisasi

Foto Copy KTP Pengurus {Ketua, Sekretaris, Bendahara)

Akta Notaris

NPWP

SK Panitia {(khusus pengajuan untuk kegiatan)
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6. Format Verifikasi Kelengkapan Proposal Hibah Organisasi Pemuda (Lingkup
Kabupaten/Kota)

Nama Lembaga/Organisasi . ..o ranen

Tidak Ada

a. SK Pengurus

b. Surat Keterangan Domisili dari Desa/Kelurahan

c. Surat Keterangan terdaftar yang dikeluarkan oleh Kesbangpol
Kabupatern:/Kota

d. Rekening Bank a.n. Lembaga/Organisasi

. Foto Copy KTP Penguwrus {Ketua, Sekretaris, Bendahara)

f. Surat Rekomendasi atas nama Bupati/Walikota yang
ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja
terkait

g. Akta Notaris

h. Surat Keterangan Terdaftar pada Kementerian Hukum dan
HAM

i. NPWP

(D

J- SK Panitia (khusus pengajuan untuk kegiatan)

No KETERANGAN Ada
1. | Burat Permohonan

2. | Proposal

3. | Lampiran Proposal ;

7. Format Verifikasi Kelengkapan Proposal Hibah Organisasi Pemuda (Lingkup - =

Provinsi/Nasional)

Nama Lembaga/Orgattsasi ...

No

KETERANGAN

Ada

Tidek Ada

Surat Permohonan

Proposal

1.
2.
3.

Lampiran Proposal :

a. SK Pengurus

b. Burat Keterangan Domisili dari Desa/Kelurahan

c. Surat Keterangan terdaftar yang dikeluarkan oleh Kesbangpol
Provinsi

d. Surat Keterangan Terdaftar pada Kementerian Hukum dan
HAM

e. Rekening Bank a.n. Lembaga,/Organisasi

f. Foto Copy KTP Pengurus (Ketua, Sekretaris, Bendahara)

g. Alsta Notaris

h. NPWP

i. SK Panitia (khusus pengajuan untuk kegiatan)
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8. Format Verifikasi Kelengkapan Proposal Hibah Sanggar Kebudayaan {Lingkup
Kabupaten/Kota)

Nama Lembaga/Organisasi ... e

No KETERANGAN Ada Tidak Ada

Surat Permohonan

1.

2. | Proposal

3. | Lampiran Proposal :

a. 5K Pengurus

b. Surat Keterangan Domisili dari Desa/Kelurahan

¢. Surat Keterangan terdaftar yang dikeluarkan oleh Kesbangpol
Kabupaten/Kota

d. Rekening Bank a.n. Lembaga/Organisasi

. Foto Copy KTP Pengurus (Ketua, Sekretaris, Bendahara)

f. Surat Rekomendasi atas nama Bupati/Walikota yang
ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah /Unit Kerja
terkait

g. Alta Notaris

k. Surat Keterangan Terdaftar pada Kementerian Hukum dan
HAM

h. NPWP

i. 3K Panitia (khusus pengajuan untuk kegiatan)

i

9. Format Verifikasi Kelengkapan Proposal Hibah Sanggar Kebudayaan {Lingkup

Provinsi/Nasional)
Nama Lembaga/OrganiSast .....ocivviireriiiiiiiireriin sttt eenneen
No KETERANGAN Ada Tidalk Ada
1. | Surat Permohonan
2. | Proposal
3. | Lampiran Proposal :

a. 5K Pengurus

b. Surat Keterangan Domisili dari Desa/Kelurahan

c. Surat Keterangan terdaftar yang dikeluarkan oleh Kesbangpol
Provinsi

d. Surat Keterangan Terdaftar pada Kementerian Huloun dan
HAM

e. Relening Bank an. Lembaga/Organisasi

f. Foto Copy KTP Pengurus (Ketua, Sekretaris, Bendahara)

g. Akta Notaris

h. NPWP

i. SK Panifia (khusus pengajuan untul kegiatan)
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10. Format Verifikasi Kelengkapan Proposal Hibah Institusi Pendidikan Un’cﬁk_ -

Sarana Prasarana
Nama Lembaga/OrganiSasi ...ooovoviioiiiinii e e e nr e

.’I.‘id.akAda nE :

No KETERANGAN Ada
1. | Surat Permohonan

| 2. | Proposal
3. | Lampiran Proposal :

a. Surat Rekomendasi atas nama Bupati/Walikota/Gubernur
yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja
terkait

. SK Pengelola Institusi

. Surat Keterangan Domisili dari Desa/Kelurahan

. Rekening Bank a.n. Institusi dan NPWP

. Foto Copy KTP Pengelola Institusi
Rencana Anggaran Belanja (RAB)

. Akta Notaris
Surat Keterangan Terdaftar pada Kementerian Hukum dan
HAM

baaliri BB ¢ B = W S B o 3

11. Format Verifikasi Kelengkapan Proposal Hibah Institusi Pendidikan Untuk

Kegiatan Pelajar/Mahasiswa

Nama Lembaga/Organisasl ... . Co
No KETERANGAN -Ada ‘Tidalk Ada
1. | Surat Permohonan '
2. | Proposal
3. | Lampiran Proposal :
a. Surat Rekomendasi atas nama Bupati/Walikota /Gubernur
yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja
terkait
b. Surat Rekomendasi Rektor/Ketua/Direkiur/Kepala Sekolah
¢. SK Panitia
d. Surat Keterangan Domisili dari Desa/Kelurahan
¢. Rekening Bank a.n. Institusi
f. Foto Copy KTP Pengelola Institusi
g. NPWP
12. Format Verifikasi Kelengkapan Proposal Hibah Koperasi
Nama KOPETasl ... e e ce s en s e _ S
No KETERANGAN Ada Tidak Ada . |
1. | Surat Permohonan : '
2. 1 Proposal
3. | Lampiran Proposal :

a. Surat Rekomendasi atas nama Bupati/Walikota yang
ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja
terkait

. 8K Pengurus

. Burat Keterangan Domisili dari Desa/Kelurahan

. Rekening Bank a.n. Koperasi

- Foto Copy KTP Pengurus {(Ketua, Sekretaris, Bendahara)
Akta Pendirian Koperasi

. NPWP
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B. Evaluasi Nilai Manfaat Proposal _
1. nilai manfaat dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan
sangat bermanfaat |_____] nilai 4
bermanfaat [ 1nilai3
kurang bermanfaat [ | nilai 2

tidak bermanfaat [ | nilai 1

2. nilai manfaat dalam mendukung pembangunan daerah Kalbar
sangat bermanfaat [_____] nilai 4
bermanfaat [ 1nilai3
kurang bermanfaat [____ | nilai 2
tidak bermanfaat [ |nilai 1

3. nilai manfaat dalam mendukung partisipasi masyarakat
sangat bermanfaat [ ] nilai 4
bermanfaat [ Inilaia
kurang bermanfaat [ | nilai 2
tidak bermanfaat [ | nilai 1

Nilai Manfaat 1+2+3 =
3

.................................................................

Pontianak, ......cocvvviiviiiiiicieee,

Yang Melakukan Verifikasi,

.....................................................

NAMA /NIP

| GUBERNUR KALIMANTAN BARATHG.

“SUTARMIDJI




LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR

TAHUN 2021

TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL  YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

HASIL EVALUASI PERMOHONAN HIBAH

1. Hasil Evaluasi Permohonan Hibah Berupa Uang

Jumlah - _
Rencana Bantuan - | Keterangan
nNo Data Pemohon Penggunaan yang |
dimohon
(Rp)
Nama Alamat Nomor
Lengkap Telpon
i.
2

2. Hasil Evaluasi Permohonan Hibah Berupa Barang

No Data Pemohon Barang yang dimohon
Nama Lembaga Alamat Nomor Jenis | Jum_iah P_erl{i_r'aén_-- :
Lengkap | Telpon .| . Dana: | |
1. -
2
Pontianak, .......ccovevvna

Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja g '_ S

-----------------------------------------------------

NAMA/NIP

{, GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,[@,’ SR




LAMPIRAN IIf
PERATURAN GUBERNURKALIMANTAN BARAT
TAHUN 2021 R
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG -
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DANBELANJADAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR

DAFTAR NOMINATIF CALON PENERIMA HIBAH .
1. Daftar Nominatif Calon Penerima Hibah Berupa Uang (DNC-PHBU]
HASIL PERTIMBANGAN TAPD

Tahun Anggaran

------------

Calon Alamat Rencana Besaran Hibah (Rp) - Ket
No Penerima | Lengkap | Pengeluaran _ _ ' -
Permohonan Pertimbangan
TAPD .
1. .
2.

2. Daftar Nominatif Calon Penerima Hibah Berupa Barang/Jasa (DNC~PHBBJ) R
HASIL PERTIMBANGAN TAFPD - ' R

Tahun Anggaran ............

Nama Alamat Permohonan Perti_mbaﬁgan _TAPD Co

No | Lembaga Lembaga . o Ket .
Jenis | Jumlah | Perkiraan | Jenis | Jumlah Peﬂmaan
Dana . i Dana -}
T -
2
Pontianak, ..o e raans cresiend

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat ~

“GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Selaku Ketua .TAPD

R N T R L L T T

NAMA/NIP

SUTARMIDJT




LAMPIRAN IV

PERATURAN GUBERNURKALIMANTAN BARAT

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DANBELANJADAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DAFTAR NOMINATIF CALON PENERIMA HIBAH
1. Daftar Nominatif Calon Penerima Hibah Berupa Uang (DNC-PHBU)

PERSETUJUAN GUBERNUR
Tahun Anggaran ............

Calon Alamat Rercana Besaran Hibah {Rp]) Ket .
No | Penerima | Lengkap | Pengeluaran

Pemohon | Pertimbangan | Persetujuan
TAPD Gubernur

2. Daftar Nominatif Calon Penerima Hibah Berupa Barang/Jasa (DNC-PBSBB)
PERSETUJUAN GUBERNUR
Tahun Anggaran ............

Nama Alamat Permohonan : Pertimbangan TAPD
No | Lembaga | Lembaga Persetnjuan
Gubernur
Jenis | Jumlah | Perkiraan | Jenis | Jumlah | Perkiraan
Dana Dana
1.
2.
Pontianall, .....ocoooiiiiiiiniiiiiie s

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

...................................




LAMPIRAN V

PERATURAN GUBERNURKALIMANTAN BARAT

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DANBELANJADAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN GUBERNUR BANTUAN HIBAH BERUPA-UANG

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR : / /20 ...

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN HIBAH BERUPA UANG KEPADA ..............
DESA/KELURAHAN.... KEC...KAB/KOTA..........

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pencapaian sasaran program dan
kegiatan pemerintah daerah serta penyelenggaraan urusan -
wajib dan pelayanan dasar kepada: m'asyarakat perlu
memberikan bantuan Hibah berupa uang kepada ......°
Tahun Anggaran 20....., sesuai dengan kemampuan.-
keuangan daerah; : : -

b. bahwa bantuan hibah sebagaimana dimaksud dalam hul uf -'
a telah ditampung dalam DPA SKPD TA 20...... ;e :

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana- duﬁaksué ’
dalam huruf a dan huruf b, maka Pemberian Bantuan | |
Hibah Berupa Uang Kepada ............. . perlu ditetapkan- =
dengan suatu Keputusan; : T

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 _ tentand :
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kallmaman_ ;
Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan = Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesza Tahun 1956 Nomoz_
65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonema Nomor
1106);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesn
Nomor 4286}; e

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 - tentang -
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara = Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambadhan Lembaran .
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); '

w2

ARG PREANGIAT DARRAH
HUBUM FPEMBARAREA
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~1

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Keuangan-
Antara Pemerintah Pusat dan - Pemermtqhan Daerah -
(Lembaran Negara Republik Indonésia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi =
Kemasyarakatan - (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan  Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telali diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Norhor 17 Tahun 2013
tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang- -
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomol 6139); -

Undang-Undang Nomor 23 Tahun __20’1'4 _:te_n:‘iangv.'
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah-diubah beberapa

kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor.9 Tahun - |

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang~Undang :
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun' 2015 Nomor
58, Tambahaﬂ Lembaran Negara Republik Indonesxa Nomor
5679); '

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentanb

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembazan Negara Republik = -

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan: Lemb*u*an'
Negara Republik Indonesia Nomor 6322) '

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 ’I‘ahun 2006:_-
tentang  Pedoman  Pengelolaan I«;euangan ' Daemh%--_
sebagaimana telah diubah beber apa kali terakhir dengan -

Peraturan Menteri Dalam Negeri ‘Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua-Atas Pexaturzm Menteri Dalam’

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang ~Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berlta Negaua Repubhk- '

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nén‘i()r SQTahunQOH .
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial -

Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapf'ltem daﬂ Beifmja'.

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir =
dengan Peraturan Menteri Dalam Nomor 123 Tahun 2018 =
tentang Perubahan Keempat Atas Pera‘turan Menteri Dalam-

Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman’ Pemberian n
Hibah dan Bantuan Sosial (Ber zta ‘Negara Repubhk L
Indonesia Tahun 2019 Nomor 15); _ :

RARD mmlzw T BARAT ] ABIETEN ¥ FERDA
HURUM i }

r
i
|
i
E

[




Menetapkan
KESATU

KEDUA
KETIGA

10 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok- -
Pokolt Pengelolaan Keuangan DaerahProvinsi kﬂimﬂntaﬂ.
Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun
2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah - Provinsi
Kalimantan Barat Nomor 3};

I1l. Peraturan Daerah Nomor ..... Tahun ..... tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat -
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun .....
Nomor ...... )

12. Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun . 2019
TentangPedoman: Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber. Dari Anggaran Pendapatan Dan Beianja* N
Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Pr ovmss I
Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 15) o :

13. Peraturan Gubernur Nomor....... Tahun -« ...
TentangPenjabaran Anggaran Pendapatan Dan  Belarja -
Daerah Provinsi I&ahmaman Barat Tahun Anofgaran G

(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun ... Nomor

"

MEMUTUSKAN :

Memberikan Bantuan Hibah Berupa Ua;ra*Jr }\_epqcia i
sebesar Rp ... [......... ] .

Bantuan Hibah tersebut digunakan untuk S

Mekanisme penyaluran dan. perizanggung}awabaﬁ bantuaﬁ S
Hibah sebagaimana dimaksud pada Diktuimn- KESA’I‘U dzatuz R
sebagai berikut: S
a.penyaluran bantuan hibah akan dllaksaﬁakan secara
transfer ke rekening bank penerima bantuan hibah; S
b.penerima bantuan hibah wajib menyampaikan lapomri.' B
pertaﬂggungjawaban dengan dilenglkapi bukti- bélanja sesuai -
dengan proposal dan nilai yang tercantum dalam Keputusan' -
ini kepada Gubernur cq. ..... (Kepala Perangkat Daerah / Umi-'f _
Kerja Terkait) paling lambat tanggal 31 Sesember -

HARG FERAHGHAY DABRAN ARTETER 3 BRI
HUTKUM PENBALARES
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KEEMPAT :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan segala biaya yang dikeluarkan sebagai “akibat
ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Tahun Anggaran ...... yang tertampung dalam Belanja Satuan
Kerja ..... (Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait) pada Belanja
Hibah dengan Kode Rekening .............

Ditetapkan di Pontianak

pada tanggal

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

...................................................

Tembusan :

1. Ketua DPRD Prov. Kalbar;

2. Inspektur Prov. Kalbar;

3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Kalbar;
4. Kepala Biro Hukum Setda Prov. Kalbar.

¥GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,&,& .




LAMPIRAN VI

PERATURAN GUBERNURKALIMANTAN BARAT

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DANBELANJADAERAH -
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

CONTOH FORMAT NPHD BERUPA UANG

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

ANTARA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
DENGAN
(PENERIMA HIBAH) o
NOMOR : .o (Diberikan Pihak Per’tam“ﬂ L
NOMOR & ..oieoviiecee v (Diberikan p;hakl{eciua)’ SRR

PEMBERIAN BANTUAN DANA HIBAH BERUPA UANG KEPADA . ST

Lo, : Gubernur Kalimantan Barat, berkedudukan cii Jaian'-_f'

Ahmad Yani Pontianak, dalam hal ini bertindak: umukl S
dan atas nama Pemerintah Pr ovmsz Kahmantan Barai

Selanjutnya dalam perjanjian - ini dlsebut sebﬂcfai
PIHAK PERTAMA ' :

2. © Ketua/Kepala/Pimpinan........ berk@dudukaﬁ dz..;..-.--:'.-', Sty
dalaimm hal ini bertindak umuk dan ﬁtas zlama _
(penerima hibah). Seian}utnya dalam per;amjzan miff'.?_'_ -
disebut sebagai PIHAK KEDUA e i o

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam kedudukannya mas1ng~mftsmg tez‘sebut-' 1o
di atas telah sepakat untuk mengikatkan diri:dalam peljanjlan Pemberiem Balltt.l'ia’i"'f-' s
dana Hibah Daerah Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan  Surat. I{epumsan:_'
Gubernur Nomor .... Tentang .....dengan memperhaﬁkam ketentuan sebagaa bel zku‘t SEn

MAKSUD DAN TUJUAN
PASAL 1

Maksud dan tujuan dilakukannya perjanjian ini adalah untuk mcmbemkan bantuaﬂ
dana hibah berupa uang dari ‘PIHAK PERTAMA kepada PIHAK IxEDUA dem’aﬁ':: .

tujuan untuk dipergunakan sebagai biaya ...l G e R

HARO PARANGHAT DARRAH ARIBTEN ¥ SRS
335(.1}@3{]‘1‘9? PEMBAKARSA




STATUS DAN RUANG LINGKUP
PASAL 2

(1) PIHAK PERTAMA dalam hal ini adalah sebagai pihak yang memberikan bantuan
dana hibah kepada PIHAK KEDUA

{2} PIHAK KEDUA dalam hal ini adalah sebagai pihak vang menerima bantuan dana
hibah kepada PIHAK PERTAMA

(3) Ruang lingkup dalam perjanijian ini adalah pemberian bantuan dana hibah
berupa uang sebagai biaya ... sesuai dengan proposal
permohonan bantuan (penerima hibah) Tahun ..... yvang telah disetujui oleh
kedua belah pihak yang menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dalam
perjanjian ini.

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA
PASAL 3

(1) PIHAK PERTAMA berhak memberikan teguran baik secara lisan maupun tertulis
kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA lalai dalam melaksanakan
kewajibannya.

(2} PIHAK PERTAMA berhak menerima laporan pertanggungjawaban terhadap .
penggunaan dana hibah yang diterima oleh PIHAK KEDUA.

(3) PIHAK PERTAMA berhak untuk menghentikan pemberian dan Jatau’ tidak
memberikan bantuan dana hibah dan/atau membatalkan perjanjian ini secara
sepihak tanpa persetujuan dari PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA tidak
dapat melaksanakan sebagian atau keseluruhan dari kewajibannya -setelah
diberikan surat teguran/pemberitahuan secara tertulis sebaﬂyak 3 (wa) kali -
berturut-turut oleh PIHAK PERTAMA. -

(4) PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan bantuan dana hibah kepada PIHAK
KEDUA guna melaksanakan program kerja dari PIHAK KEDUA., _

{5) PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan petunjuk dan arahan kepada PEHA&
KEDUA dalam pelaksanaan program kerja yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA o

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA
PASAL 4 :

(1) PIHAK KEDUA berhak menerima bantuan dana hibah dari PIHAR PER’I‘AMA'}-'
sebagai biaya pelaksanaan program kegiatan PIHAK KEDUA. -

{2} PIHAK KEDUA berhak menerima petunjuk dan arahan dari PIHAh PERTAMA-
guna melaksanakan program kerja dari PIHAK KEDUA. " S

(3) PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan perjanjian ini dengan mkad bmk dan. I
tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan. : :

(4] PIHAK KEDUA berkewajiban menyvampaikan laporan pertanggung}qwaban atas -
pelaksanaan dan penggunaan bantuan dana hibah yang telah diterima dari -
PIHAK PERTAMA IR _

(5) PIHAK KEDUA sclama jangka waktu perjanjian ini dilarang untuk memindah g
tangankan pekerjaan dalam perjanjian ini kepada pihalk 13111 tanpa pea‘setujuaﬁ :
tertulis dari PIHAK PERTMA S

(6) PIHAK. KEDUA berkewajiban melaksanakan pekerj _]aan Sebagalmana iersebu‘t :
diatas secara disiplin dan penuh rasa tanggung jawab. S

HARG
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JANGEKA WAKTU PERJANJIAN
PASAL 5
Perjanjian ini berlaku untuk 1 ({satu} tahun anggaran terhitung mulai sejak:
ditandatanganinya naskah perjanjian hibah ini oleh kedua belah pihak.

PELAKSANAAN PERJANJIAN
PASAL 6

(1) Pelaksanaan kegiatan yang diusulkan dapat dilaksanakn oleh PIHAK KEDUA
terhifung terhitung mulai sejak ditandatanganinya naskah perjanjian hibah ini
oleh kedua belah pihalk.

(2) Apabila terhadap seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini
tidak dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA, maka perjanjian ini batal dengan
sendirinya.

DANA HIBAH

PASAL 7
Bantuan dana hibah dalam perjanjian ini berjumlah Rp.......... {ieennnn. Rupiah)} vang
dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui Rekening
............. Nomor Rekening.......... atas nama ...............

TATA CARA PEMBERIAN DANA HIBAH

PASAL 8 R
(1) PIHAK PERTAMA memberikan bantuan dana hibah kepada PIHAK KEDUA
sebesar Rp ............... (U Rupiah)

{2) Pemberian bantuan dana hibah kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK I«;EDUA
mengajukan permohonan pencairan kepada PIHAK PERTAMA yvang dilampiri
dengan dokumen persyaratan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PASAL O

(1) PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas =
bantuan dana hibah yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA pahnof Iama 31
Desember ......

{2} Sisa bantuan dana hibah yang tidak dipergunakan oleh PIHAK KEDUA harus -
disetorkan paling lama tanggal 31 Desember .... Ke Rekening Bandahara Umum '
Daerah Pemerintah Province Kalimantan Barai: deﬁg&i‘l Nomor - Rekening -
1001002201 pada Bank Kalbar Cabang Utama Pontianak. AR

SANKSI-SANKSI

PASAL 10
(1) PIHAK PERTAMA berhak membatalkan perjanjian ini secara seplhak ’Lanpa :
persetujuan dari PIHAK KEDUA, apabila PIHAK KEDUA_tldak melaksanakan |
salah satu kewajibannya seperti yang diatur di dalam Pasal 4 ayat (3,4,5, dan 6}
perjanjian ini dan telah diberikan peringatan secara tertulis sebanyalk 3 (tzga) ali
oleh PIHAK PERTAMA. '

LEIBTEN T BREGA




(2) PIHAK PERTAMA berhak untuk tidak melalukan pembavaran secara” penuh
kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA tidak’ me}akganakan Saiah Satu:
dan/atau seluruh kewajibannya,

(3) Apabila PIHAK KEDUA memindah tangankan pekerjaan dalam’ _perjan'jiaﬁ ini
kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA, maka PIHAK
PERTAMA berhak membatalkan perjanjian ini secara sepzhak tanpa tuntuta:n :
dalam bentuk apapun dari PIHAK KEDUA. :

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJOR) -
PASAL 11 T
(1) Adapun hal-hal yang termasuk dalam keadaan memaksa adalah R
a. Bencana alam, seperti : banjir, gempa bumi, gunung meletus, longsor, =
tsunami, angina topan, dan peristiwa alam lain; B :
b. Huru hara, sabotase;
c. Pemogokan secara besar-besaran;
d. Perang.

(2) Apabila salah satu peristiwa keadaan memaksa seperti seb'"waumana dimaksud' o
pada ayat (1) terjadi, maka segala kerugian yang tzmbul atau Leteliambatem .

pelaksanaan penyelesaian pekerjaan sebagai - akibat ter jadmya keadaan
memaksa tersebut akan dltangguna oleh kedua belah pﬁaak secam bersamq-
sama. . _ . :

PENYELESAJAN PERSELISIHAN

PASAL 12 -

(1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaaﬂ pendapat telhadap hal hal yang'- :
belum diatur didalam perjanjian ini antara PIHAK PER’I‘AMA dengaﬂ PIE—IAK-_:-

KEDUA, kedua belah pihak sepakat menyelesaikan secara keke}uargaan atag_.j E :

dasar musyawarah untuk mufakat, : i
(2) Apabila upaya dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak teimpeu maka kedua selah

pihak sepakat menempuh jalur hukum dan memilih Pengadﬂan Negez‘i Pentzanak S

sebagai tempat penyelesaian. : : |

HAaxen PERANCE
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PENUTUP
PASAL 13 : - _ _

(1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan
ditetapkan dengan Perjanjian Tambahan {Addendum Perjanjian)

(2) Perjanjian ini dibuat dengan kesepakatan, tanpa adanya paksaan, penipuan dan
pengaruh dari pihak manapun juga, dinyatakan sah dan mengikat kedua belah
pihak dan semua pihak yang berkepentingan, ditandatangani oleh masing-
masing pihak dalam rangkap 3 (tiga) diatas materai secukupnya.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

(Nama Penerima Hibah) (Nama Pemberi Hibah)

WGUBERNUR KALIMANTAN BARAT




LAMPIRAN VII
PERATURAN GUBERNURKALIMANTAN BARAT

NOMOR

TAHUN 2021

TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL -YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DANBELANJADAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN

KOP SURAT

...................... s aeneerrecenneenen 200000,

Kepada
e Yth.Gubernur Kalimantan Barat
PO TUPUUUPI melalui:
: 1 (satu) Berkas (Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerﬁ
: Permohonan Pencairan Terkaif)

Dana Hibah TA 20.......
di-
Pontianak
Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor ......... tanggal ...

tentang ......... , bahwa ..ceveeiinnn, mendapatkan .dana hibah . dari
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp....... dengan Naskah
Perjanjian Hibah Daerah Nomor ...... tentang ...... den’gaﬁ Hormat'

bersama ini kami mengajukan permohonan pencanan ‘dana hlbah

Tahun Anggaran 20.. S Sl
Sebagai bahan keiengkapan administrasi persyara‘ia_m pencanm

hibah dimaksud terlampir disampaikan: -

1. Proposal

Rincian Penggunaan Dana s

Fotocopy Surat Keterangan domisili dari Lurah / Desa

Fotocopy SK Susunan Kepengurusan

Fotocopy KTP Ketua/Sekretaris/Bendahara -

Fotocopy Rekening Bank atas nama Badan/ Lembaga o

Pakta Integritas

surat pernyataan Tanggungjawab Mutlale N, R

Demikian disampaikan permohonan - kami, atas perkenan dan-

bantuan Bapak diucapkan terima kasih. R

XN RN

Hormat Kami, o
Ketua/Pimpinan

(Nama Jelas) -

4 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT




LAMPIRAN VIlI

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL. YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

CONTOH FORMAT PAKTA INTEGRITAS PENERIMA HIBAH
KOP SURAT

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

Jabatan
Alamat

Nama Lembaga
No. HP/Email

Dengan ini menyatakan bahwa: a0
Dalam rangka pengurusan Bantuan Hibah dari Pemerintah: Provzn31 Kaklxnantan" :
Barat, dengan ini menyatakan bahwa saya : '
1. Akan menggunakan dana Hibah yang diterima sesuai NPHD;" _ e
2. Tidak akan melakukan komunikasi yang mengarah kepada Koiusz Kompsx, dan-_
Nepotisme (KKNJ; :
3. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabﬂa mengetahuz o
ada indikasi Kolusi, Korupsi, dan Nepotzsme (KKN); : =
4. Tidak memberi sesuatu yang berkaitan dengan pengurusan bantuan h1bah yaﬁg E
dapat dikatagorikan sebagai suap dan/atau gratifikasi. |

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya’ nyatakan daiam PAKTA*-
INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesual dengan ketemuan”'_ o

peraturan perundang-undangan.

Materai 10.000

{Nama J eias)

# GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, _ TR




LAMPIRAN IX

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK
PENERIMA BANTUAN HIBAH
KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

Jabatan
Alamat

Nama Lembaga
No. HP/Email

Dengan ini menyatakan bahwa:

1.

2.

Bahwa semua dokumen persyaratan yang kami sampaikan adalah sudah benar
dan sah dapat dipertanggungjawablkan.

Akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan -dana
bantuan hibah paling lambat tanggal 31 Desember ..... dan dilengkapi bukti-
bukti pengeluaran yang sah.

. Apabila sampai dengan tanggal 31 Desember 20... terdapat sisa dana hibah;

akan kami kembalikan ke RKUD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat paling
lambat jam 12.00 tanggal 31 Desember 20....

. Bertanggungjawab atas penggunaan dana yang telah diterima sesuai Surat

Keputusan dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta Rincian Anggaran Biaya
vang kami sampaikan.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa

paksaan dari pihak manapun, dan apabila dikemudian hari terdapat -hal-hal yang
berakibat hukum akan menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.

Pontianak, ............cvevvnees
Materai 10,000

(Nama Jelas)

l#GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

/ SUTARMIDJI




LAMPIRAN X
PERATURAN GUBERNURKALIMANTAN BARAT

NOMOR

TAHUN 2021

TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DANBELANJADAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

CONTOH FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGGUNAAN DANA HIBAH

KOP SURAT
................... s o200l
Nomor e, Kepada Yth.
Lamp. : 1 (satu) Berkas
Hal . Laporan Penggunaan GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
Dana Hibah
di -
Pontianak
Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Gubernur __Lapbran
Penggunaan Dana Hibah yang telah kami terima sebesar Rp....
A Rupiah) |
Dana Hibah yang kami terima telah digunakan sesua;i denﬁan
peruntukannya dengan rincian sebagai berikut : :
RINCIAN PENGGUNAAN DANA HIBAH = TR
No PENGGUNAAN JUMLAH KETERANGAN
1. '
2.
dst
TOTAL

Demildan disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat Kami,
Penerima Hibah

{(Nama Jelas)

#GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, ffj)

. 'SUTARMIDJT




LAMPIRAN XI

PERATURAN GUBERNURKALIMANTAN BARAT

NOMOR

TAHUN 2021

TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DANBELANJADAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN GUBERNUR BANTUAN HIBAH

BERUPA BARANG/JASA

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR : / /20 ...

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN HIBAH BERUPA BARANG/JASA KEPADA ..............

Menimbang

Mengingat

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

bahwa untuk menunjang pencapaian sasaran program
dan kegiatan pemerintah daerah serta penyelenggaraan
urusan wajib dan pelayanan dasar kepada masyarakat,
perlu memberikan bantuan Hibah berupa barang/jasa
kepada ...... Tahun Anggaran 20....., sesuai dengan
kemampuan keuangan daerah;

bahwa bantuan hibah sebagaimana . dimaksud '_dalain‘.' '
huruf a telah ditampung dalam DPA SKPD TA 20......;

)

bahwa  berdasarkan  pertimbangan -  sebagaimana -
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Pemberlan :
Bantuan Hibah Berupa barang/jasa’ Kepada ....c.c.oe..s,
perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah ~ Otonom. - Provinsi

Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 °
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Repubhk '
Indonesia Nomor 1106);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesza

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran - Necajfa o

Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun. '20'04 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik -
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran-
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); -

ARG PERANGKAT DARRAK
EZ‘{?ii»iU ¥ FEMBAKARSBA

Ll
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~j

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 17  Tahun 2013 tentang  Organisasi
Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6139);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 teritang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran -

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 fentang
Pengelolaan  Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); '

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan - Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali teralkhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam .

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ' tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 .
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja |
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Nomor 123 Tahun 2018
tentang Perubahan Keempai Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman = =

Pemberian Hibah' dan Bantuan Sosial (Berita Negara .
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15); o

HARD PERANGHAT DARRAR T sy
RURUY
2

.




Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

10 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok- -
Pokok Pengelolaan Keuangan DaerahProvinsi Kalimantan

Barat (Lembaran Daerah Provinsi - Kalimantan " Barat -
Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);

11. Peraturan Daerah Nomor ..... Tahun ..... tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Barat Tahun ..... Nomor ...... ) '

12. Peraturan  Gubernur Nomor 14 Tahun - 2019

TentangPedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial =

Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja -

Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah - :

Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 15)

13. Peraturan Gubernur Nomor....... Tahun S
TentangPenjabaran Anggaran Pendapatan Dan Beianja
Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran.......
(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun
Nomor ....)

MEMUTUSKAN

Memberikan Bantuan Hibah Berupa Baranv/Jasa Kepacia o
......... sebesar Rp ... {.........}

Barang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dlgunakan

untuk ..... oleh..... dalam rangka mendukung......................i... o
Mekanisme penyerahaﬂ bantuan  hibah . sebagaimana =

dimaksud pada Diktum KESATU . dilakukan - setelah =
penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah ~Daerah " dan
Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Barang. :

HARD
JJ% T

i




KEEMPAT

Tembusan :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dztetapkan,dengan |
ketentuan segala biaya yang dikeluarkan sebagai’ akibat -
ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada -Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Daerah ........ (Perangkat Daerah/Unit -
Kerja Terkait) Tahun Anggaran ...... yang tertampung dalam

.............

Belanja ... (Perangkat Daerah/Unit Ketja - Terkait) pada
Belanja Hibah dengan Kode Rekening :

Ditetapkan di Pontianak - |
pada tanggal

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, .

---------------------------------------------------

1. Ketua DPRD Prov. Kalbar;

2. Inspektur Prov. Kalbar;

3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Kalbar;
4. Kepala Biro Hukum Setda Prov. Kalbar.

W GUBERNUR KALIMANTAN BARAT




CONTOH FORMAT LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR

JUMLAH DAN JENIS BARANG YANG DIHIBAHKAN

No Jumlah Barang Jenis barang Keterangan

dst

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

................................




LAMPIRAN XII

PERATURAN GUBERNURKALIMANTAN BARAT

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DANBELANJADAERAH
PROVINST KALIMANTAN BARAT

CONTOH FORMAT NPHD BERUPA BARANG/JASA

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

ANTARA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
DENGAN
(PENERIMA HIBAH)
NOMOR © ooroieeciiiiiiiiiieenninns .... (Diberikan Pihak Pertama)
NOMOR © oo, (Diberikan Pihak Kedua)
PEMBERIAN HIBAH BARANG/JASA BERUPA ....c.ocvvea. KEPADA ........... .
Pada hari ini, ............ Tanggal......... Bulan .......... Tahumn ........ kami yang bertanda
tanga dibawah ini
Lo, 1 Gubernur Kalimantan Barat, berkedudukari di Jalan.

Ahmad Yani Pontianak, dalam hal ini bertindak untul |
dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Selanjutnya dalam perjanjian - ini disebu‘{ sebagal
PIHAK PERTAMA ' S

2 e, . | Ketua/Kepala/Pimpinan........ berkedudukan di 3
dalam hal ini bertindak umuk dan a‘ias nama ‘...
(penerima  hibah). Seian_]utnya dalam peijanjlaﬁ zm
disebut sebagai PIHAK KEDUA., e :

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam kedudukannya masmgmmsmﬁ terse‘bu% '
di atas telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam peijanﬁaﬂ Pemberzan Ihbah'_‘

barang/jasa sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Nom(n Peniang S

..... dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut ;

MAKSUD DAN TUJUAN
PASAL 1

Maksud dan tujuan dilakukannya perjanjian ini adalah untuk membeukan hlb’ih A

barang/jasa dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KE}DUA dengan ‘bempa

..............................................

1 HARO PERANGEAT DABRAH | 4 oyanger ¢
i HUKUR PEMAAEARIA

7




STATUS DAN RUANG LINGKUP
PASAL 2

(1) PIHAK PERTAMA dalam hal ini adalah sebagai pihak yang memberikan hibah
barang/jasa kepada PIHAK KEDUA

(2) PIHAK KEDUA dalam hal ini adalah sebagai pihak yang menerima hibah
barang/jasa kepada PIHAK PERTAMA

(3) Ruang lingkup pekerjaan dalam perjanjian ini adalah pemberian hibah
barang/jasa ........cooocovivieiinnn.n, sesuai dengan proposal permohonan dari.....
yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA
PASAL 3

(1) PIHAK PERTAMA berhak memberikan teguran baik secara lisan maupun tertulis
kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA menyalahgunakan bantuan bai“emg
vang diterima oleh PIHAK KEDUA.

() PIHAK PERTAMA berhak menerima laporan dari hasil pelaksanaan: bantuan
barang/jasa vang diterima oleh PIHAK KEDUA.

{3) PIHAK PERTAMA berhak untuk menghentikan pemberian dan/atau tidak -
memberikan hibah BARANG/JASA dan/atau membatalkan: per. _}a}f'l_]lail ini secara
sepihak tanpa persetujuan dari PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA tidak
dapat melaksanakan sebagian atau keseluruhan dari kewajibannya  setelah
diberikan surat teguran /pembeutahuan secara tertulis sebanyak 3 (tlga) 1{&11
berturut-turut oleh PIHAK PERTAMA. |

{(4) PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan hibah barang/jasa kepac}a PIHAK. :
KEDUA guna melaksanakan program kerja dari PIHAK KEDUA _ |

(5} PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan pembinaan dan Jatau- petumuk dan '_
arahan kepada PTHAK KEDUA dalam pelaksanaan program kerj jayang dﬂakukan
oleh PIHAK KEDUA

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA
PASAL 4

(1) PIHAK KEDUA berhak menerima hibah barang/jasa berupa........ dari PIHAK
PERTAMA sebagai pelaksanaan program kegiatan PIHAK KEDUA. '

(2) PIHAK KEDUA berhak menerima petunjuk dan arahan dari PIHAK PER’I‘AMA -
dalam penggunaan barang/jasa yang diterima PIHAK KEDUA.

(3) PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan perjanjian ini dengan itikad balk dan' _
tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan. .

(4) PIHAK  KEDUA berkewajiban menyampaikan laporan hasil _pelaksanaan .
penggunaan hibah barang/jasa yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA - L

(5) PIHAK  KEDUA  dalam jangka waktu 5 tahun dilarang  untuk -
memindahtangankan barang yang diterima dari PTHAK PERTAMA - kepada pihak
lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.

HARG
RUKDM

ASIETEN I BEHETEA

s




DANA HIBAH
PASAL 5

Hibah barang/jasa dalam perjanjian ini berupa ................ Senilai Rp.........
(creenn Rupiah) yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui
prosedur dan tahapan sesuai peraturan perundang-undangan,

TATA CARA PEMBERIAN DANA HIBAH
PASAL 6

{1} PIHAK PERTAMA menyerahkan barang kepada PIHAK KEDUA dalam kondisi
keadaan baik

(2) Penyerahan barang sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai dengan Berita
Acara serah Terima Barang dan dilakukan setelah penandatangan NPHD ini.

SANKSI-SANKSI
PASAL 7

(1) PIHAK PERTAMA berhak membatalkan perjanjian ini secara sepihak tanpa
persetujuan dari PIHAK KEDUA, apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan
salah satu kewajibannya seperti yang diatur di dalam Pasal 4 ayat (3,4,5, dan 6)
perjanjian ini dan telah diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) -
kali oleh PTHAK PERTAMA. -

(2) PIHAK PERTAMA berhak untuk tidak memberikan barang/jasa secara *pemh.
kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan salah saiu :
dan/atau seluruh kewajibannya. )

(3) Apabila PIHAK KEDUA memindah tangankan barang yang- dlhlb’lhkal’l daiam'.-'
perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan - tertulis - clam PIEIAK
PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA berhak membatalkan perjanjian mz secara-_
sepihak tanpa tuntutan dalam bentuk apapun dari PIHAK KEDUA :

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJOR)
PASAL 8

(1) Adapun hal-hal yang termasuk dalam keadaan memaksa adalah - _
a. Bencana alam, seperti : banjir, gempa bumi, gunung meletus,’ longsor,
tsunami, angina topan, dan peristiwa alam lain; P R
b. Huru hara, sabotase;
c. Pemogokan secara besar-besaran;
d. Perang.

(2} Apabila salah satu peristiwa keadaan memaksa seperti sebagaumana dlmkasud )
pada ayat (1) terjadi, maka segala kerugian yang timbul atau _ke‘[eﬂambatarl _
pelaksanaan penyelesaian pekerjaan sebagai akibat terjadinya keadaan
memaksa tersebut akan ditanggung oleh kedua belah pihak se{:'afa'--berséma—
sama.

s 1%3‘:1 I

b




PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PASAL 9

(1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat terhadap hal-hal yang
belum diatur didalam perjanjian ini antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK
KEDUA, kedua belah pihak sepakat menyelesaikan secara kekeluargaan afas
dasar musyawarah untuk mufakat.

(2} Apabila upaya dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak tercapai, maka kedua belah
pihak sepakat menempuh jalur hukum dan memilih Pengadilan Negeri Pontianalk
sebagal tempat penyelesaian.

PENUTUP
PASAL 10

(1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan
ditetapkan dengan Perjanjian Tambahan (Addendum Perjanjian).

(2} Perjanjian ini dibuat dengan kesepakatan, tanpa adanya paksaan, penipuan dan
pengaruh dari pihak manapun juga, dinyatakan sah dan mengikat kedua belah
pihak dan semua pihak yang berkepentingan, ditandatangani oleh masing-
masing pihak dalam rangkap 3 (tiga) diatas materai secukupnya.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

(Nama Penerima Hibah) (Nama Pemberi Hibah)

#GUBERNUR KALIMANTAN BARAT Mg




LAMPIRAN XIII
PERATURAN GUBERNURKALIMANTAN BARAT

NOMOR  TAHUN 2021 I
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DANBELANJADAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

CONTOH FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/JASA

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/JASA

NOMOR: e,
Pada hari ini .........c.ceeeeen. tanggal............... bulan............. tahun......... ber{empm
dicoeiiiiin, berdasarkan Keputusan Gubernur Kahmanta:ﬁ ~.Barat

Nomor........... tentang............ tanggal.............. dan NPHD Nomor ........ tanggal......,
kami yang bertandatangan dibawah ini : . '

Lo, Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait .....yang selaﬂjutnya
disebut PIHAK PERTAMA

20 i, Ketua Badan/Lembaga/Organisasi ........ vang 's'elaﬂjutnya -.dis:ebut.
PIHAK KEDUA. _ SR N
PIHAK PERTAMA menyerahkan barang/jasa sebanyak..,.'...;'...umt denvan mia_z_'
sebesar Rp............ (....Rupiah) dalam keadaan baik dan- 1engkap PII—IAK KEDUA‘-
menyatakan menerima hibah barang dlmaksud dalam keadaan’ ba;tk: dan 1encrkap -

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagajmaﬁa ':'mestmya. S

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

Ketua Badan/Lembaga/Organisasi Kepala Perangkat Daerah / Umt -
Kerja Tez kait

3




LAMPIRAN XIV

PERATURAN GUBERNURKALIMANTAN BARAT

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DANBELANJADAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

FORMAT VERIFIKASI KELENGKAPAN PROPOSAL BANTUAN SOSIAL
1. Format Verifikasi Kelengkapan Proposal Bantuan Sosial Lembaga Non
Pemerintahan.

Nama Lembaga ...
No KETERANGAN Ada Tidak Ada
1. : Proposal
Lampiran Proposal :
. Akta notaris pendirian lembaga
. Burat pernyataan tanggungjawab
NPWP
. Surat keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa
. 1zin operasional/tanda daftar lembaga daii instansi yvang
berwenang
Bukti kontrak sewa gedung/bangunan, bagi lembaga yang
kantornya menyewa
g. Fotocopy KTP Ketua, Sekretaris, Bendahara
h. Fotocopy nomor rekening atas nama lembaga
i. Untuk permohonan berupa fisk dilengkapi dengan persyaratan
administrasi, meliputi gambar rencana dengan konstruksi
bangunan atau rencana anggaran biaya dan persyvaratan teknis
lainnya

e o TR

by

2. Format Verifikasi Kelengkapan Proposal Bantuan Sosial Individu, Keluarga,
dan/atau Masyarakat

Nama Individu, Keluarga, dan/atau Masyarakat ....oocooocoeiiniiiiiineiinneeniennn
No KETERANGAN Ada Tidak Ada
1. | Proposal

Lampiran Proposal :

a. Fotocopy Kartu Tanda Pendudulk

b. Fotocopy nomor rekening atas nama penerima bantuan sosial;

dan
c. Rekomendasi dari SKPD telmis

Pontianak, .........oeevvvinnns

Yang Melakukan Verifikasi,

....................................................

NAMA/NIP

LGUBERNUR KALIMANTAN BARAT |




LAMPIRAN XV _
PERATURAN GUBERNURKALIMANTAN BARAT

NOMOR

TAHUN 2021

TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG

BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DANBELANJADAERAH

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

HASIL EVALUASI PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL

1. Hasil Evaluasi Permohonan Bantuan Sosial Berupa Uang

Jumliah
Rencana Bantuan Keterangan
No Data Pemohon Penggunaan yang
dimohon
(Rp)
Nama Alamat Nomor
Lengkap Telpon
1.
2.

2. Hasil Evaluasi Permohonan Bantuan Sosial Berupa Barang

No Data Pemohon Barang yang dimohon
Nama Lembaga Alamat Nomor Jenis Jumlah | Perkiraan
Lengkap Telpon Dana
1.
2
Pontianak, ...............

Kepala Perangkat Daerah /Unit Kerja

.....................................................

NAMA /NIP

#GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,lllp




LAMPIRAN XVI

PERATURAN GUBERNURKALIMANTAN BARAT

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG

BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DANBELANJADAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DAFTAR NOMINATIF CALON PENERIMA BANTUAN SOSIAL

1. Daftar Nominatif Calon Penerima Bantuan Sosial Berupa Uang (DNC-PBSBU)
HASIHL. PERTIMBANGAN TAPD
Tahun Anggaran ............

Calon Alamat Rencana Besaran Bansos (Rp) Ket
No Penerima | Lengkap | Pengeluaran

Permohonan Pertimbangan
TAPD

1.

2.

2. Daftar Nominatif Calon Penerima Bantuan Sosial Berupa Barang/Jasa
(DNC-PBSBB)
HASIL PERTIMBANGAN TAPD
Tahun Anggaran ............

Nama Alamat Permohonan Pertimbangan TAPD
No Lembaga lLembaga Ket
Jenig | Jumlah | Perkiraan | Jenis | Jumlah | Perldraan
Dana Dana
1.
2.
Pontianak, ....oocviiiiiiiiiiiccen,

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Selaku Ketua TAPD

NAMA /NIP

L GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,QQ’




LAMPIRAN XVII
PERATURAN GUBERNURKALIMANTAN BARAT

NOMOR

TAHUN 2021

TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DANBELANJADAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DAFTAR NOMINATIF CALON PENERIMA BANTUAN SOSIAL

1. Daftar Nominatif Calon Penerima Bantuan Sosial Berupa Uang (DNC-PBSBU)

PERSETUJUAN GUBERNUR
Tahun Anggaran

v

--------

Calon Alamat Rencana Besaran Sosial (Rp) ket
No | Penerima | Lengkap | Pengeluaran
Pemohon | Pertimbangan | Persetujuan
TAPD Gubernur
1.
2
2. Dalftar Nominatif Calon Penerima Bantuan Sosial Berupa Barang/Jasa
(DNC-PBSBB)
PERSETUJUAN GUBERNUR
Tahun Anggaran ............
Nama Alamat Permohonan Pertimbangan TAPD :
No | Lembaga | Lembaga Persefujuan |
Gubernur | .
Jenis | Jumlah | Perkiraan | Jenis | Jumlah | Perkiraan | -
Dana Dana
1. '
2.
Pontianak, ........ccovvvvnnen.

.................

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

.............................

.......

( /SUTARMIDJI




LAMPIRAN XVIII

PERATURAN GUBERNURKALIMANTAN BARAT

NOMOR

TAHUN 2021

TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DANBELANJADAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN GUBERNUR BANSOS BERUPA UANG

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR : / /20 ......

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG KEPADA ..............
DESA/KELURAHAN.... KEC....KAB/KOTA..........

Menimbang

Mengingat

HARG
HUFKUM

|
k

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

bahwa untuk menunjang pencapaian sasaran program dan
kegiatan pemerintah daerah serta penyelenggaraan urusan
wajib dan pelayanan dasar kepada masyarakat, perlu
memberikan Bantuan Sosial berupa uang kepada ......
Tahun Anggaran 20....., sesual dengan kemampuan
keuangan daerah;

bahwa Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf
a telah ditampung dalam DPA SKPD TA 20...... ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, maka Pemberian Bantuan
Sosial Berupa Uang Kepada .............. , perlu ditetapkan
dengan suatu Keputusan;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan
Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1106);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355});

L




~I

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2017 tenitang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013
tentang  Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6139};

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua -Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun. 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan . Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang - Pedomman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial -
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Nomor 123 Tahun 2018
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian.
Hibah dan Bantuan Sosial {Berita  Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 15); :

U

E wATO PERANGHAT TATRAT ADISTEN Y SEHDA
|
1

HUEUR PEMBAKAREA

L S e




Menetapkan
KESATU

KEDUA
KETIGA

10 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 -tentang Pokok:
Pokok Pengelolaan Keuangan DaerahProvinsi Kalimantan
Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun
2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Barat Nomor 3);

11. Peraturan Daerah Nomor ..... Tahun ..... tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun .....
Nomor ...... )

12. Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2019
TentangPedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Provinsi Kalimantan Barat {Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 15)

13. Peraturan Gubernur Nomor....... Tahun - ...
TentangPenjabaran Anggaran Pendapatan Dan ‘Belanja
Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran ......

(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun ... Nomor

)

MEMUTUSEKAN :

Memberikan Bantuan Sosial Berupa Uang Ké}}ada'-
sebesar Rp ... {......... )

Bantuan Sosial tersebut digunakan untuk .......... e aieeeniaii B

Mekanisme penyaluran dan pertanggungjawaban Bantuan -
Sosial sebagaimana dimaksud pada letum KESATU . d1aiur :
sebagai berikut: ' S
a. penyaluran Bantuan Sosial akan dllaksanakaﬁ secala o
transfer ke rekening bank penerima Bantuan Sosial; o
b.penerima Bantuan Sosial wajib menyampaikan . laporan R
pertanggungjawaban dengan dilengkapi bulkti belanja sesuai -
dengan proposal dan mleu yang tercantum-dalam Keputusan
ini kepada Gubernur cq. ..... (Kepala Perangkat Daei"ah / Umi
Kerja Terkait) paling lambat tanggal 31 Desember STOPIRURENEE




KEEMPAT

Tembusan

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dztetapkan dengan . -

ketentuan segala biaya yang : dikeluarkan sebagai - akibat
ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Tahun Anggaran ...... yang tertampung dalam Belanja Satuan
Kerja ..... {(Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait) pada- Belanja
Hibah dengan Kode Rekening ............. .

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal

(QUBERNUR KALIMANTAN BARAT

...................................................

1. Ketua DPRD Prov. Kalbar;

2. Inspektur Prov. Kalbar;

3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Kalbar;
4. Kepala Biro Hukum Setda Prov, Kalbar.

MIUBERNUR KALIMANTAN BARAT.§




LAMPIRAN XiX _
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR

TAHUN 2021

TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Nomeor
Sifat

Lampiran

Hal

CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN
DANA BANTUAN SOSIAL

KOP SURAT
...................... U PRPTURRTS~1 § SN
Kepada
L e Yth.Gubernur Kalimantan Barat
L et melalui:
1 {satu) Berkas {Kepala Perangkat Daerah / Unit Ker;a '
: Permohonan Pencairan Terkait) '
Bantuan Sosial TA 20..
di-
Pontianak
Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor ......... 1ailgg'al
Tentang penerima Bantuan Sosial, bahwa ........ Cevennens mendapatkan--
dana bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar
Rp....... , dengan Hormat bersama ini kami mengajukmz permohonan'

penca;ran dana bantuan sosial Tahun Anggaran 20.. L -
Sebagai bahan kelengkapan administrasi persyaratan pencawam. _
bantuan sosial dimaksud terlampir d1sampa1kan : '
Rincian Penggunaan Dana :
Fotocopy Surat Keterangan domisili dari Lurah / Desa
Fotocopy SK Susunan Kepengurusan
Fotocopy KTP Ketua /Sekretaris/Bendahara -
Fotocopy Rekening Bank atas nama Badan/ Lembaga :
Pakta Integritas . :
Surat pernyataan Tanggungjawab Mutlak
NPWP (jika diperlukan) e
Demikian disampaikan permochonan kami, - atas perkenan dan
bantuan Bapak diucapkan terima kasih. o o

?"7’@9‘:‘“9"5\7?“

Hormat Kami, -
Ketua/Pimipinan

(Nama Jelas)

WGUBERNUR KALIMANTAN BARAT.J -

" SUTARMIDJI




LAMPIRAN XX

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR TAHUN 2021 '

TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG R
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH :'
PROVINSI KALIMANTAN BARAL - S : S

CONTOH FORMAT PAKTA INTEGRITAS PENERIMA BANTUAN SOSIAL -
KOP SURA’I‘

 PAKTA INTEGRITAS el
Yang bertanda tangan dibawah ini ;
Nama
Jabatan
Alamat

Nama Lembaga
No. HP/Email

Dengan ini menyatakan bahwa: -

Dalam rangka S . R _
Dalam rangka pengurusan Bantuan Sosml dan Pemermtah Provms1 Kahmanian' S
Barat, dengan ini menyatakan bahwa saya:: S e e e o
1. Akan menggunakan dana Bantuan 308131 yang dxtex ima sesual usulan SR
2. Tidak akan melakukan komumkam yang mengarah kepada Kolum Kompm da_n _:f A

Nepotisme (KKNJ; ot : : Sl i
3. Akan melaporkan kepada plhak yang berwajlb/ berwenang apabda mengetahuzz-- ';

ada indikasi Kolusi, Korupsi, dan Nepomsme (KKN), e
4. Tidak memberi sesuatu yang berkaitan dengan pengarusan Banman 081&1 yangf_-'_

dapat dikatagorikan sebagai suap dan /atau gratifikasi. = - e
Apabila saya melanggar hal-hal  yang Lelah saya nyatakan 'alam PAKTAZ;:--'
INTEGRITAS ini, saya bersecha d1kenakan sankSI sesua,l dengaii keteﬂman_ﬁ{l
peraturan perun dar'g—undangarz : . S N ST S

' Pontlanak
[Ma’ceraz 10 ooo) |
(Namza Jelas)

. f-zv GUBERNUR KALIMANTAN BARAf




LAMPIRAN XXI

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAR MUTLAK
PENERIMA BANTUAN SOSIAL '
KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama :

Jabatan

Alamat

Nama Lembaga

No. HP/Email

Dengan ini menyatakan bahwa:

1.

2.

Bahwa semua dokumen persyaratan yang kami sampaikan adalah sudah benar
dan sah dapat dipertanggungjawabkan. |
Akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas. penggunaan  dana
Bantuan Sosial paling lambat tanggal 31 Desember ..... dan dilengkapi bukti-
bukti pengeluaran yang sah. '
Apabila sampai dengan tanggal 31 Desember 20... terdapat sisa dana. Bantuan
Sosial, akan kami kembalikan ke RKUD Pemerintah Provifisi qu:mantan Barat
paling lambat jam 12.00 tanggal 31 Desember 20.. : _
Bertanggungjawab atas penggunaan dana yang telah dltemma ‘sesuai Surai
Keputusan dan Rincian Anggaran Biaya yang kami sampaikan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya - tanpa _

paksaan dari pihak manapun, dan apabila dikemudian hari terdapat hal-hal yanfr.
berakibat hukum akan menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.

Pontianak, ......ocvvviiiinninnen, 20....
{(Materai 10.000)

{(Nama Jelas)

VGUBERNUR KALIMANTAN BARAT Mg

SUTARMIDJI




LAMPIRAN XXI1

PERATURAN GUBERNURKALIMANTAN BARAT

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DANBELANJADAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

CONTOH FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL

KOP SURAT

................... A1 ¢ SO
Nomor e Kepada Yth.
Lamp. : 1 (satu) Berkas
Hal : Laporan Penggunaan GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Dana Bantuan Sosial
di ~
Pontianak

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Gubernur Laporan
Penggunaan Dana Bantuan Sosial yang telah kami terima sebesar Rp....
(ceernenn Rupiah)

Dana Bantuan Sosial yang kami terima telah digunakan sesuai dengan
peruntukannya dengan rincian sebagai berikut :

RINCIAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL

No PENGGUNAAN JUMLAH KETERANGAN
1.
2,
dst
TOTAL

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat Kami,
Penerima Bantuan Sosial

(Nama Jelas)

HGUBERNUR KALIMANTAN BARAT |l




LAMPIRAN XXIII

PERATURAN GUBERNURKALIMANTAN BARAT

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DANBELANJADAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN GUBERNUR
BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG/JASA

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR : / /20 ...

TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG/JASA KEPADA ..............
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pencapaian sasaran program dan
kegiatan pemerintah daerah serta penyelenggaraan urusan
wajib dan pelayanan dasar kepada masyarakat, perlu
memberikan Bantuan Sosial berupa barang/jasa kepada
...... Tahun Anggaran 20....., sesuai dengan kemampuan
keuangan daerah;

b. bahwa Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf
a telah ditampung dalam DPA SKPD TA 20...... ;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, maka Pemberian Bantuan

Sosial Berupa barang/jasa Kepada .............. , perlu
ditetapkan dengan suatu Keputusan;
Mengingat © 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan
Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timuar
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1106});

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);




Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah -
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyaralkatan {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013
tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6139);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Nomor 123 Tahun 2018
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);




Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

10

11.

12.

13.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan DaerahProvinsi Kalimantan
Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun
2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Barat Nomor 3);

Peraturan Daerah Nomor ..... Tahun ..... tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun .....
Nomor ...... }

Peraturan Gubernur  Nomor 14 Tahun 2019
TentangPedoman Pemberian Hibah Dan BRantuan Sosial
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan: Belania
Daerah Provinsi Kalimantan Barat {Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 15)

Peraturan Gubernur Nomor....... Tahun ...
TentangPenjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran ......
{Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun ... Nomor

)

MEMUTUSEKAN :

Memberikan Bantuan Sosial Berupa Barang/Jasa Kepada
sebagaimana tercantum dalam Lampiran .... Keputusan ini,

Barang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan
untuk ............. '

Mekanisme penyerahan Bantuan Sosial sebagaimana
dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan Penandatanganan
Berita Acara Serah Terima Barang.




KEEMPAT

Tembusan :

nalb el o

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat
ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Daerah ........ (Perangkat Daerah /Unit
Kerja Terkait) Tahun Anggaran ...... yang tertampung dalam
Belanja ..... (Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait) pada

Belanja Hibah dengan Kode Rekening .............
Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

...................................................

Ketua DPRD Prov. Kalbar;

Inspektur Prov. Kalbar;

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Kalbar;
Kepala Biro Hukum Setda Prov. Kalbar.

¥QUBERNUR KALIMANTAN BARAT,




CONTOH FORMAT LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR

JUMLAH DAN JENIS BARANG

No

Jumilah Barang

Jenis barang

Keterangan

dst

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

.....

¥GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

---------------------------




LAMPIRAN XXIV

PERATURAN GUBERNURKALIMANTAN BARAT

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DANBELANJADAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

CONTOH FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/JASA

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/JASA

NOMOR: e
Pada hari ini .................... tanggal............... bulan............. tahun......... , bertempat
16 § S berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat
Nomor........... tentang............ tanggal.............. dan NPHD Nomor ........ tanggal...... y |

kami yang bertandatangan dibawah ini :

| Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait ..... yang selanjutnya
disebut PIHAK PERTAMA '

2 Ketua Badan/Lembaga/Organisasi ........ yang selanjuinya disebut

PIHAK KEDUA. :
PIHAK PERTAMA menyerahkan barang/jasa sebanyak........... unit dengan nilai
sebesar Rp............ (....Rupiah) dalam keadaan baik dan lengkep. PIHAK KEDUA |
menyatakan menerima hibah barang dimaksud dalam keadaan baik dan lengkap.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

Ketua Badan/Lembaga/Organisasi Kepala Perangkat Daerah/Unit
Kerja Terkait

SUTARMIDJI.
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